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Nama : Jumrah
Nim : 30600113113
Judul : Politik Dinasti Dan Monopoli Kekuasaan
(Studi Terhadap Berkuasanya Bangsawan Bima Di
Pemerintahan)
Skripsi ini berjudul Politik Dinasti Dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap
Berkuasanya Bangsawan Bima Di Pemerintahan) judul ini di latar belakangi
karena berkuasanya kaum bangsawan diranah politik yang tidak pernah berhenti
sampai sekarang ini. Kaum bangsawan ini tidak pernah ketinggalan untuk terlibat
didunia berpolitikan di Kabupaten Bima sehingga kaum Bangsawan ini
membentuk Politik Dinasti, maka dari itu yang menjadi masalah inti dari skripsi
adalah tentang Bentuk Kekuasaan Bangsawan Di Kabupaten Bima dan  Bentuk
Penggunaan Modalitas Dinda Damayanti Putri Di Kabupaten Bima. Maka dari itu
tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mencari jawaban dari masalah inti tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu
suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang terjadinya
pembentukan Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan Bangsawan Bima di
Pemerintahan. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu: pemerintah
Kabupaten Bima, Tokoh Masyarakat dan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya,
metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode observasi,
wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis
menggunakan tiga teori yaitu teori kekuasaan, teori sistem kekerabatan dan teori
modal.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pembentukan Politik Dinasti dan Monopoli
Kekuasaan Bangsawan Bima di pemerintahan didalam struktur kekuasaan,
dimulai dari munculnya  Sultan Abdul Kahir sebagai kesultanan bangsawan dalam
politik lokal Bima. Pengaruh Sultan ini memberikan peluang munculnya Fery
Zulkarnain dalam politik lokal. Fery Zulkarnain pada mulanya menjadi Ketua
DPRD Bima dan kemudian terpilih sebagai Bupati pada pilkada pada tahun 2005
dan terpilih kembali pada pilkada 2010. Ini membuka ruang bagi dominasi
Bangsawan dalam politik lokal, selain Fery Zulkarnain juga terdapat beberapa
saudaranya serta istrinya Dinda Damayanti Putri masuk dalam DPRD dan
birokrasi lokal. Proliferasi kalangan bangsawan dalam politik lokal Bima. Pada
bidang ekonomi juga jejaring kuasa bangsawan seperti pusat bisnis lokal dan area
wisata di Bima.
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Hukum Indonesia erat kaitanya dengan politik, yang kemudian muncul 
dengan tawar menawar kekuatan politik diparlemen sangat kuat dominan 
memberikan warna hokum. Dengan demikian sulit dihindari bahwa hukum memang 
produk politik, namun setelah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada 
hukum. Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-undang 
dasar republik Indonesia tahun 1945 tentang yang berbunyi „‟negara Indonesia adalah 
Negara hukum.
1
 
                              
Terjemahnya: 
“Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, penguasa 
mereka yang sebenarnya, ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) 
kepunyaaNya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat‟‟.Q.S.Al-
An‟am/6:62 
 
Ayat diatas menjelaskan bahwa semua mahluk itu di kembalikan kepada 
Allah penguasa mereka yang memiliki sifat maha adil untuk membalas amal 
perbuatan mereka.Ketahuilah bahwa segala hukum yang ada pada hari itu 
kepunyaannya Allah. Keputusan mengenai hukum  yang dilaksanakan atas diri 
                                                             
1
 UU Tahun 1945 dalam pasal 1  ayat 3 „‟Negara Indonesia adalah Negara Hukum 
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mereka itulah kepunyaannya Allah semata dan dialah pembuat perhitungan yang 
paling cepat.
2
 
Daerah merupakan arena persiapan untuk meniti karir lanjutan dibidang 
politik dan pemerintahan tingkat nasional. Bagi masyarakat lokal, pendidikan politik  
pada tingkat lokal sangat bermanfaat untuk menentukan pilihan politiknya. Pemilihan 
seorang politisi lokal untuk menduduki jabatan politik, dengan adanya pendidikan 
politik masyarakat lokal akan terhindar dari usaha memilih calon yang tidak 
berkompeten. 
3
 
Politik dinasti merupakan serangkaian strategis politik manusia yang 
bertujuan untuk memperoleh kekuasaan tersebut tetap berada dipihaknya dengan cara 
mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki kepada orang lain yang mempunyai 
hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan sebelumnya. Terdapat pula 
pengertian positif dan negatiftentang politik dinasti. Negatif dan positif tersebut 
bergantung pada proses dan hasil (output) dari jabatan kekuasaan yang dipegang oleh 
jaringan politik dinasti bersangkutan. Kalau proses pemilihannya murni dan 
demokratis serta kepemimpinan yang dijalankanya mendatangkan kebaikan dalam 
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat maka politik politik dinasti dapat berarti 
positif. Akan tetapi bisa berarti negatif jika yang terjadi sebaliknya. Selain itu positif 
dan negatif arti  politik dinasti juga ditentukan oleh realitas kondisi sosial masyarakat, 
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 . Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an Volume 2, 
(Jakarta : Lentera hati , 2005), h. 306-309. 
3
Syahrir Karim, Politik Desentralisasi Membangun Masyarakat Lokal. (Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h.120. 
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sistem hukum, penegakkan hukum, dan pelembagaan politik bersangkutan. Politik 
dinasti yang terdapat pada masyarakat dengan tingkat pendidikan politik yang rendah, 
sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah serta pelembagaan politik yang 
belum mantap, maka politik dinasti dapat berarti negatif.
4
 
                      
Terjemahnya: 
 „‟Maka maha suci (Allah) yang ditangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan 
kepada-Nyalah kamu dikembalikan‟‟.Q.S Yaasiin/36:83 
 
  Ayat diatas menjelaskan bahwa  kekuasaan yang tertinggi hanya milik Allah 
seperti halnya  seorang penguasa disuatu daerah menguasai rakyatnya, dia seenaknya 
menyuruh rakyatnya untuk kerja dan sebagainya, tetapi dia tidak dapat mengawal 
perasaan rakyatnya itu, dia tidak boleh seenaknya  arahkan itu sesuka atau duka tapi 
pengusaan Allah adalah peguasaan yang menyeluruh. Hanya Allahlah yang 
mempunyai segala kekuasaan dialam semesta ini.
5
 
Dijaman modern ini politik dinasti itu sudah  dikatakan  basi apalagi di 
Indonesia  yang menganut sistem demokrasi seharusnya sudah  ditinggalkan, karena 
prinsip-prinsip demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan 
ada ditangan rakyat, rakyat memegang kendali melalui hak pilih yang dimilikinya 
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Burhanuddin Muhtadi,PerangBintang: Konstelasi Dan Prediksi Pemilu Dan Pilpres. Noura 
Books (PT Mizan Publika, 2014), Jakarta. h.30. 
5
Departemen Agama RI, -qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Sigma,2009..h. 36 
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Undang-undang dasar Negara republik  Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa 
kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat. Jadi dinasti itu lawannya dari demokrasi. 
Namun diera demokrasi ini dinasti juga masih tetap berlaku meskipun sudah ada  
partai politik atau pemilihan langsung. Dinasti dewasa ini melalui partai politik 
sehingga di sebut sebagai politik dinasti.Politik dinasti itu bahasan lainnya adalah 
politik nepotisme.para pejabat politik di Negeri ini sedang mempraktekan kebiasaan 
para raja terdahulu.biasa dilihat bagaimana penguasa baik dipusat maupun didaerah 
berlomba-lomba untuk mengangkat sanak keluarga, saudara, kerabat dan orang-orang 
terdekat mereka untuk mengisi jabatan-jabatan diwilayah kekuasaannya. Kalau 
seperti ini apa bedanya demokrasi dengan oligarki sama-sama dipegang oleh elit 
tertentu.
6
 
Pemerintahan yang demokrasi ini tercermin dalam Undang-undang No 32 
tahun 2004 tentang pemerintahan  merupakan undang-undang yang mengatur secara 
gambling tentang pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkan Undang-undang No 32 
tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka pemerintahan pusat memberikan 
kekuasaan yang sangat luas kepada daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. 
7
 
Otonomi daerah hanya dijadikan ekskulasi daerah terhadap pusat gagalnya 
meramuh etnisitas yang ada direpublik ini dan otonomi daerah yang seharusnya 
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  Maddick,Democracy, Desentralisasition, and Development, Bombay-Asian Publishing 
House, Bandung, 2005. h.145. 
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 Sanit, D.A,Sistem Politik Indonesia.( Jakarta Cv. Rajawali, 1984). h.29. 
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menjadi aktualisasi potensi-potensi lokal, justru melahirkan raja-raja yang tidak kala 
eksploitatifnya dengan sistem yang sentralistik.
8
 
Hal itu yang kemudian yangmembuktikan bahwa dinasti politik di Indonesia 
ini bukan tanpa gejala. Adapun berbagai gejala yang mendasari terbentuknya suatu 
dinasti dapat dianalisis dari dual hal. Pertama, macetnya kaderisasi politik dalam 
menjaring calon kepala daerah yang berkualitas, sehingga menciptakan prakmatisme 
politik dengan mendorong  kalangan sanak keluarga kepala daerah untuk menjabat 
pablik. Kedua, konteks masyarakat adanya kondisi Statusquo didaerahnya yang 
menginginkan kepada daerah untuk berkuasa dengan cara mendorong kalangan 
keluarga atau orang dekat kepala daerah menggantikan pertahanan.
9
 
Kedua gejala umum tersebut menimbulkan adanya sikap pro dan kontra dalam 
pemahaman dinasti politik tersebut. Sikap pro dan kontra tersebut kemudian menjadi 
perdebatan diskursus dalam revisi RUU pilkada terkini. Dalam satu sisi ada 
pembatasan didalam politik dinasti dengan cara membatasi sanak saudara atau famili 
untuk maju dalam pilkada. Pada sisi lain, ada yang tidak melarang dinasti politik 
hanya saja kaderisasi politik perlu di benahi. 
Politik dinasti atau dinasti politik menunjukkan bahwa kerabat dekat atau 
keluarga merupakan alat yang sangat tepat untuk membentuk kekuasaan yang 
kuat.Bukan kekuatan politik itu hanya sekedar fenomena politik saja tetapi sudah 
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  Bakhir Ihsan, Etika dan Logika Berpolitik: Wacana Kritis atas Etika Politik Kekuasaan dan 
Demokrasi:(Bandung: PT Remaja Dosdakarya, 2009). h. 48. 
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di Arus Lokal The Journal of Political, Volume 39, issue 2 (maret,2013). h.137-138. 
6 
 
 
 
menjadi budaya politik di Indonesia yang semakin menjamur di berbagai 
daerah.Konsepsinya adalah perilaku politik, strategi, orientasi politik, kemudian 
menjadi budaya politik Indonesia. 
Kekuasaan yang bersumber dari hubungan kekeluargaan diyakini tidak akan 
mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan daerah. Keluarga-keluarga yang berkuasa ini akhirnya 
akan berevolusi menjadi dinastik-dinastik politik didaerah yang akan sulit untuk 
dikalahkan dalam setiap pemilihan kepala daerah. Dengan demikian kekuasaan yang 
telah mereka miliki akan menjadi abadi.
10
 Dinasti juga menjadi bagaimana 
menciptakan kerajaan-kerajaan baru dilingkaran kekuasaanya atau strukturisasi hanya 
mendudukan keluarga, anak dan kolega-koleganya.
11
 
Bukti terkini pelantikan Bupati kabupaten Bima periode 2015-2020Dinda 
Damayanti Putri berpasangan dengan Drs. H Dahlan M Noer. Dinda Damayanti Putri 
istri dari almarhum H. Ferey Zulkarnain ST yang tidak lain  adalah pernah menjabat 
sebagai bupati Bima. Sebelum menjabat sebagai bupati Indah Damayanti Putri 
menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar. 
Sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 
pasal 58 ayat (o) tentang persyaratan calon kepala daerah disebutkan bahwa seorang 
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Hollyson Rahmat, Pilkada:Penuh Euforia,Miskin Makna ,(Jakarta:Penerbit Lestari,2015), 
h.150. 
11
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calon belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 
dua kali masa jabatan dalam jabatan yang berbeda.
12
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                   
Terjemahnya: 
„‟Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa 
diantara kamu.Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha 
mengenal‟‟.Q.S.AL-Hujarat/49:13 
 
Ayat diatas menjelaskan setiap manusia yang ada dimuka bumi ini  sama 
derajatnya dimata Allah, laki-laki dan perempuan berhak untuk menjadi pemimpin 
sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allahpun menjelaskan bahwa yang 
membedakan perempuan dan laki-laki yang paling bertakwa diantara mereka. Seperti 
halnya ibu Dinda seorang perempuan pertama yang menjabat sebagai bupati 
dikabupaten Bima, bahwasanya perempuan juga bisa menjadi pemimpin dengan satu 
catatan dengan bergelut atau mengusai dibidang politik tersebut. Terkadang 
perempuan dianggap tidak mampu memimpin suatu daerah tetapi yang kita lihat 
sekarang Dinda Damayanti Putri telah membuktikan bahwa perempuan juga bisa 
                                                             
12UU no 32 tahun 2004 dalam pasal 58 ayat o „‟persyaratan calon kepala daerah‟‟. 
8 
 
 
 
menjadi seorang pemimpin tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan 
perempuan.
13
 
Dalam Islam, kepemimpinan perempuan menjadi tren dalam masyarakat 
dalam semua aspek kehidupan. Tak jarang kita menemukan  sejumlah prestasi 
kepemimpinan dalam setiap bidang kehidupan baik formal maupun non formal. 
Seperti di jelaskan  dalam hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh 
Bukhari, An-Nasa‟I dan Ahmad, yang artinya: 
 
(يراخبلاهاوزيذمزتلاوئاسنلاو )ً َةأَزْما  ًْنَلَحِلُْفيٌمْوَقاْوَّلَوُْمهَزَْمألاَق  
‘’Abu Bakrah’’ berkata: bersabda Nabi SAW,’’ tidak akan beruntung satu 
kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan’’. 
 
Hadis diatas menjelaskan bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusan 
mereka kepada seorang wanita, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Padahal, 
meraih sebuah keberuntugan dan menghindarkan diri dari kesusahan adalah sebuah 
anjuran. Jadi wanita tidak diperkenankan menduduki tampuk kekuasaan tertinggi 
dalam suatu jabatan pemerintahan. Tetapi dalam pemikiran kontemporer 
memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dan dalam  konteks sekarang kaum 
perempuan disejajarkan dengan kaum laki-laki yang telah mendapatkan kesamaan 
hak dalam mendapatkan pendidikan atau kekuasaan. Sehingga membuka peluang 
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Departemen Agama RI, -qur’an dan Terjemahnya. Bandung: Sygma,2009, h. 49. 
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bagi kaum perempuan untuk  menentukan pandangan, bekerja dan menduduki sebuah 
jabatan. Disamping sejarah historis pada jaman nabi ada sebagian perempuan terlibat 
dalam persoalan politik dan terlibat dalam persoalan peperangan.
14
 
Dengan peraturan tersebut,DindaDamayanti Putri yang memegang 
kepemimpinan  di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima bahkan di Indonesia bagian 
timur, telah melahirkan sejarah baru. Yakni, menampilkan Dinda Damayanti Putri 
sebagai tokoh perempuan pertama menjadi bupati berpasangan dengan Drs H Dahlan 
M noer (Wakil Bupati) Bima untuk periode 2015-2020. Lebih dari setengah tahun 
tepatnya sebelum September 2015 Dinda Damayanti Putri berjuang untuk 
mewujudkan  cita-cita melanjutkan tugas dan tanggung jawab suaminya (H Ferry 
Zulkarnain ST) yang sudah meninggal dunia sebelum mengakhiri jabatanya sebagai 
Bupati Bimaperiode 2010-2015 almarhum H Ferry Zulkarnain ST yang juga sultan 
Bima, meninggal satu setengah tahun sebelum mengakhiri jabatanya. Dinda 
Damayanti Putri dengan kekuatan tekadnya mencalonkan dirinya sebagai Bupati 
Bima periode 2015-2020, spektakulernya dia rela melepas jabatan sebagai wakil 
Ketua DPRD Kabupaten Bima utusan dari Partai Golkar.Upaya menghadang  Dinda 
bukan saja terletak pada persoalan sebagai seorang perempuan tetapi juga 
menyinggung soal  primordialis (kesukuan). Dinda Damayanti Putri menggantikan  
almarhum H. Ferry Zulkarnain ST yang pernah menjabat sebagai Bupati Bima, pada 
saat almarhum Ferry menjabat sebagai bupati banyak opini beredar bahwa Dinda 
memang digadang-gadang menjadi penerus alamarhum H. Ferry  ZulkarnainST 
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 Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadits (Bandung: PTAl Ma‟arif,2000) h.8. 
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dikancah perpolitikan tanah Bima. Dinda Damayanti Putri yang dikenal bersahajat 
dengan kalangan di Bima menjadi point penting untuk dijagokan menggantikan sosok 
almarhum suaminya. 
Dinda Damayanti Putri mempunyai kans besar menggantikan sosok almarhum 
Ferry Zulkarnain ST. mengingat Golkar dan karismatik dari almarhum Ferry 
Zulkarnain ST sudah sangat mengakar untuk masyarakat Bima. Tidak hanya 
membawa embel-embel nama besar almarhum sang suami, tetapi Dinda Damayanti 
Putri  mempunyai reputasi yang bagus secara pribadi dan juga banyak masyarakat 
memandang leardersip dan Dinda dianggap setara dengan almarhum Ferry Zulkarnain 
ST sehingga di anggap pantas untuk menjadi Bupati Bima  dimasa yang akan datang. 
Hal ini lah yang selama ini luput dari perbincangan mengenai politik dinasti, 
yaitu konstelasi internal memiliki andil besar sebagai faktor kunci mengamankan 
kekuasaan. Familisme sendiri merupakan hipotesis atas pengaruh keluarga dalam 
membentuk nilai moral maupun orientasi kekuasaan sehingga terjadi model  monarki 
kekuasaan. 
Berdasarkan uraian di atas penyusun merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian menyangkut penelitian tentang yang berjudul ‘’POLITIK DINASTI DAN 
MONOPOLI KEKUASAAN STUDI TERHADAP BERKUASANYA 
BANGSAWAN BIMA DI PEMERINTAHAN ‘’. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah yang telah di deskripsikan  pada 
pembahasan diatas, dapat memberikan gambaran bahwasanya fokus masalah yang 
dijadikan  kajian dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis maka masalah 
pokok dapat dikembangkan menjadi submasalah yaitu: 
1. Bagaimana Bentuk Kekuasaan Bangsawan Di Kabupaten Bima? 
2. Bagaimana Bentuk Penggunaan Modalitas Dinda Damayanti Putri Di 
Kabupaten Bima? 
C. Tujuan dan manfaat penelitian 
 Adapun tujuan yang akan dan ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu? 
1. Untuk Mengetahui Bentuk Kekuasaan Bangsawan di Kabupaten Bima. 
2. Untuk Mengetahui Bentuk Penggunaan Modalitas Dinda Damayanti Putri di 
Kabupaten Bima 
 Dengan tercapainya  tujuan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini 
diharapkan  dapat memberikan manfaat yang mencakup pada kepentingan-
kepentingan diantaranya: 
1. Sebagai bahan pertimbangan bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. 
2. Menambah wawasan ilmiah dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin 
ilmu penulis tekuni. 
12 
 
 
 
3. Sebagai tambahan informasi dan bahan masukan bagi mahasiswa 
ushuluddin, filsafat dan politik yang ingin melakukan penelitian 
selanjutnya. 
D. Tinjauan Pustaka 
 Pada dasarnya urgensi tinjauan pustaka adalah sebagai auto kritik terhadap 
penelitian yang ada baik mengenai kelebihan sekaligus sebagai bahan komparatif 
terhadap kajian penelitian terdahulu. Untuk menghindari pengulangan hasil temuan 
yang membahas permasalahan yang sama baik dalam bentuk skripsi, tesis, buku 
maupun tulisan-tulisan. Sebagai bahan komparatif di atas, peneliti kali ini akan 
menggunakan hasil temuan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan 
pembahasan penelitian ini untuk dijadikan bahan perbandingan selanjutnya. Adapun 
penelitian yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut: 
 „‟ Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan Jejaring Kekuasaan Pada 
Walikota Probolinggo‟‟ oleh  Jurnal Masda Putri Amelia. Membahas bahwa dinasti 
politik banyak dibangun dibeberapa daerah diindonesia. Dinasti politik merupakan 
kekuasaan yang dipegang secara turun-temurun dalam satu garis keturunan dan 
kerabat dekat. Hal ini ditandai dengan tersebarnya jejaring kekuasaan melalui trah 
politik pendahulunya dengan cara penunjukan anak, istri, paman dan semacamnya 
untuk menduduki pos-pos strategis dalam partai (lembaga) politik. Biasa ini adalah 
cara agar sanak famili tersebut bisa dengan mudah meraih jabatan publik baik sebagai 
bupati/Wakil bupati (eksekututif) maupun sebagai anggota perwakilan rakyat/DPRD. 
Hal ini dapat menghambat sistem demokrasi karena tidak memberikan peluang bagi 
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masyarakat luas untuk ikut serta dalam proses politik. Dinasti politik didaerah dapat 
dilihat dari hubungan aktor-aktor dalam struktur politik, yang mana terdapat 
hubungan keluarga diantara mereka. Subrastruktur yaitu walikota sebagai lembaga 
eksekutuf yang juga didukung oleh suami beserta putranya dengan menduduki 
jabatan-jabatan infrastruktur. Beberapan teman  dekat walikota juga menduduki 
posisi-posisi dalam infrastruktur yaitu sebagai kelompok kepentingan , dalam hal 
sebagai elit ekonomi dan elit agama. Keluarga beserta teman  dekat walikota  
memiliki sumber-sumber kekuasaan yang dapat mempengaruhi masyarakat sehingga 
kedudukan dari para elite politik tersebut sangat sangat terlihat dalam masyarakat. 
Dengan demikian maka dapat membantu walikota dalam membangun dinasti 
politik.
15
 
Bentuk dan karakter politik dinasti di Indonesia skripsi oleh Nim Suyadi. 
Skripsi ini membahas  tentang bentuk dan karakter politik dinasti dalam penelitian 
skripsi ini yakin karena adanya fenomena politik dinasti aras likal yang berkembang 
diberbagai wilayah diindonesia, seperti Bante, Papua, Kendal,Indramayu, Sulawesi 
utara, Sulawesi selatan, Daerah istimewa Yogyakarta dan Bali.  Strategi politik 
dinasti dijadikan sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dengan menempatkan 
keluarga dan kerabatnya pada pos-pos tertentu pada bidang formal maupun informal. 
                                                             
15Jurnal Masda Putri Amelia yang berjudul „‟Membangun Dinasti Politik Melalui Penguatan 
Jejaring Kekuasaan Pda Walikota Probolinggo‟‟. Jurnal Politik Muda, Vol.4, No.3Agustus-Desember 
2015. h. 319-327. Dalam situs: www.journal.unair.ac.id. Diakses Hari/Tanggal: Selasa,30 Mei 2017. 
Pukul 11.05. 
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Perbedaan lokalitas budaya dalam setiap daerah merupakan hal yang mempengaruhi 
bentuk dan karakter politik dinasti yang berlangsung disuatu wilayah tertentu. 
Penelitian ini merupakan  penelitian liberary research yang menggunakan 
teori perilaku politik dan teori perilaku politik tidak lepas dari orientasi politik dan 
budaya politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik dinasti di Indonesia 
merupakan wujud dari perilaku politik masyarakat Indonesia dalam  perjalanan 
menjadi budaya politik. Politik dinasti di Indonesia merupakan politik dinasti  Negara 
dunia ketiga, yang berarti bahwa dinasti politik yang berkembang lebih identik 
dengan keturunan , dari pada kualitas aktor politik dan kaderisasi partai politik.
16
 
Klanisasi  politik kabupaten polewali mandar (studi kasus politik Klan H. 
Andi Masdar Pasmar) skripsi oleh Habiba. Skripsi ini membahas tentang hadirnya 
keluarga Andi Masdar Pasmar diranah politik yang tidak pernah terhenti sampai 
sekarang ini , keluarga ini tidak pernah ketinggalan untuk terlibat didunia perpolitikan 
dikabupaten Polewali Mandar sehingga keluarga ini membentuk sebuah politik Klan, 
maka dari itu yang menjadi masalah inti dari skripsi ini bagaimana pembentukan klan 
politik Andi Masdar Pasmar di kabupaten polewali mandar dan apa yang menjadi 
faktor atau dasar sehingga eksis tensis keluarga Andi Masdar Pasmar tetap bertahan 
diranah politik sampai saat ini. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa klan politik keluarga Andi Masdar 
Pasmar dimulai dari keterlibatan Andi  Masdar Pasmar dalam dunia politik, 
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Nim Suyadi,Bentuk dan Karakter Politik Dinasti di Indonesia.http://www.Digilib.uin-
suka.ac.id/2013/03/13.  Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan 
Kalijaga tahun 2013. Diakses pada Hari/ Tanggal :Rabu, 15 Marer 2017. Jam 1 
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keterlibatan ini dilanjut oleh generasinya baik oleh putra putrinya, maupun saudara 
saudaranya. Keterlibatan mereka di ranah politik itu memiliki banyak jalur yang 
dilaluinya seperti melalui jalur legislative, jalur partai/organisasi maupun jalur 
pilkada/pilgub sehingga itu yang menyebabkan salah satu bukti terjadinya klanisasi di 
keluarga Andi Masdar Pasmar.
17
 
Politik Dinasti Studi terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo Periode 
2008-2013 di Kabupaten Bone. Skripsi oleh Husman Husaein. Skripsi ini membahas 
tentang pengaruh politik dinasti Andi Idris Galigo di Kabupaten Bone serta 
implikasinya bagi proses demokrasi Indonesia hasil penelitiannya menegmukakan 
bahwa politik dinasti sebenarnya mempunyai dampak positif yaitu sebagai penguatan 
ideologis partai politik akan tetapi juga memiliki dampak negatif seperti dalam 
system politik dinasti yang dicontohkan oleh kabupaten bone justru sebaliknya tidak 
mengacu pada sistem demokrasi esensial artinya bahwa aktor yang akan muncul 
dalam demokrasi ini berputas di sekitar itu saja, dan sangat bias ditegaskan dalam 
pengamatan ini bahwa politik kekerabatan telah keluar dari substansial demokrasi itu 
sendiri.
18
 
 Demokrasi, Otonomi dan Fenomena Poltik Dinasti pada pilkada di era 
reformasi. Oleh Dadi Junaedi Iskandar. Membahas bahwa musuh pertama 
                                                             
17
 Habiba, Klanisasi Politik Kabupaten Polewali Mandar (studi kasus  Politik Klan H. Andi 
Masdar Pasmar), skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Ushuluddin, Filsafat 
dan Politik. 2016,h. 58. 
18
 Husman Husain, Politik Dinasti Studi Terhadap Kepemimpinan Andi Idris Galigo Periade 
2008-2013 di Kabupaten Bone, skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Ushuluddin, 
Filsafat dan Politik , h. 47.   
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republikadalah absolutisme  yang mengejewantah dalam praktik pemerintahan raja 
raja : politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham 
demokrasi, kekuasaan doproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis 
dan partisipatif, bukan diturunkan secara biologis. Nilai nilai dan semangat 
egalitarian memupus cara pandang feudal, sementara kehidupan politik rakyat harus 
berada dan senantiasa berada di bawah control masyarakat, sehingga makna 
kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris, 
termasuk dalam proses politik dan penyelenggaraan suatu pemilihan umum atau 
pilkada ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsure 
penting bagi penanda kedaulatan rakyat dimana emansipasi politik merupakan 
penanda adanya penentangan yang serius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya 
sasaran dan substansi pemilukada merupakan suatu kesempatan memberdan 
memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinan lokal benar 
benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang 
sehat.
19
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BAB II 
LANDASAN TEORITIS 
A. Konsep Teori 
1. Teori Kekerabatan  
Menurut David Scheneider baginya teori khinsip/sistem kekerabatan yang 
berdasarkan pada genealogis/hubungan darah, Garis keturunan dan hubungan 
keluarga merupakan ilusi etnosentris yang dibangun oleh orang-orang eropa dan 
amerika utara secara budaya. Merupakan suatu proyeksi obsesi kultural mereka, 
karena seperti keluarga ayah, ibu dan anak tidak universal sehingga ia menggunakan 
sistem kekerabatan. Misalnya sepertia ia katakana, konsep keluarga tidak mesti 
bapak, ibu dan anak seperti yang kita ketahui. 
Politik kekerabatan atau keluarga politik semakin tampak menguat. Ini tidak 
terlepas dari buruknya proses rekrutmen politik yang dilakukan parpol dalam pemilu 
dan khususnya pada pemilukada. Untuk memenangi political offices, selain 
menyandarkan pada tokoh-tokoh pesohor atau yang memiliki uang besar untuk 
politik pencitraannya, partai politik juga semakin tergiring untuk mendukung 
kandidat-kandidat yang diajukan oleh para petahana (incumbent) yang masih 
memiliki banyak political resources dan otoritas formal atau yang sudah tidak 
mungkin Iagi maju berkompetisi karena aturan pembatasan masa jabatan. Ikatan 
kekerabatan dengan para incumbent atau tokoh sentral partai politik jelas saja 
18 
 
 
 
membuat nepotisme dan favoritisme menjadi menonjolpolitik kekerabatan identik 
dengan pemusatan kekuasaan dikeluarga atau kerabat politik tertentu.
20
 
Menguatnya politik kekerabatan seperti initentu saja sangat mengkhawatirkan. 
Jika kecenderungan ini semakin meluas. Negara dijalankan oleh segelintir elite dari 
beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat diwilayah-wilayah tertentu, 
dan karenanya sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan 
maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial. Dari konsep Casey, Hess, dan 
Kurtz, kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti 
politik(political dynasty), keluarga politik(political family) maupun kekerabatan 
politik (political kinship), namun disertasi ini menggunakan konsep 
politikkekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkanuntuk lebih 
memfokuskan pada aktifitas politik yangmerekrut anggota kerabatnya dalam jabatan 
politik.Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yangmenghasilkan anggota 
keluarga yang menduduki jabatanpolitik/pemerintahan yang tidak didasarkan 
ataskemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melaluiprosedur yang telah 
digariskan, namun lebih didasarkanatas pertimbangan hubungan kekerabatannya 
(baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan).Konseppolitik kekerabatan dalam 
konteks ini bukan mengacukepada dinasti dalam sistem monarkhi yang 
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biasanyadilakukan secara turun-temurun, namun dalam konteksdemokrasi yang 
dihasilkan melalui proses pemilu.
21
 
 Di teori sistem kekerabatan ini peneliti menggunakannya sebagai dasar 
analisiss untuk meneliti di lapangan mengenai terjadinya politik dinasti di keluarga 
Dinda Damayanti Putri dengan melihat bagaimana sistem kekerabatan yang mereka 
gunakan itu bisa kuatsehingga eksistensi politik keluarga atau kekerabatan mereka 
masih bertahan sampai sekarang ini. 
 Kenyataanya dalam suku-suku atau dalam peradaban tertentu, konsep 
keluarga bisa jadi hanya ibu dan anak, atau yang lain. Bukan fungsi bapak dan ibu 
tetapi simbol-simbol orang tua atau bapak ibu yang ada dalam anggota keluarga ini 
atau ke orang lain yang biasa jadi tidak sedarah. Baginya sistem kekerabatan atau 
keluarga di Amerika adalah suatu simbol suatu buadaya. Jadi tiap kebudayaan punya 
sistem kekerabatan yang berbeda, tidak mesti sama harus hubungan darah.Tapi itulah 
menariknya kajian kekerabatan ini. Tapi jangan salah dari kekerabatan ini muncul 
politik kekerabatan. Sesuai analisa James Scott tentang patron Klain, relasi hubungan 
kekuatan antar individu, dasarnya adalah hubungan kekerabatan. Primordial juga 
selain hubungan kesukuan, juga mensyaratkanhubungan kekerabatan yang kuat.
22
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2. Teori Kekuasaan  
Kekuasaan adalah sesuatu yang dilegitimasikan secara metafisis kepada 
Negara yang memungkinkan Negara dapat mewajibkan semua orang untuk 
mematuhinya.Namun menurut  Michael Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang 
hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang dapat diukur.Kekuasaan ada dimana-mana 
karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi dimana ada relasi disana ada 
kekuasaan. 
Konsep kekuasaan  Michael Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari 
konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian dan 
Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam satu hubungan  
kepemilikan sebagai property, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggap 
oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. 
Kuasa itu ada dimana-mana dan muncul dari relasi anatara pembagian 
kekuatan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. 
Kekuasaan hanyalah sebuah strategis. Starategis itu berlangsung dimana-mana dan 
disana terdapat sistem, atauran,susunan dan regulasi. kekuasaan ini tidak datang dari 
luar,melainkan kekuasaan menentukan susunan aturan dan hubungan dari 
dalammemungkinkan semuanya terjadi.
23
kekuasaan dijalankan bukan hanya melalui 
pengutamaanya, melaikan juga kondisi-kondisi yang memungkinkan. Dimana, 
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Foucault melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang maha adil dalam 
masyarakat.Karena sama-sama terikat dengan kondisi-kondisi relasi sosial secara 
umum.
24
 
1. Distribusi kekuasaan 
a. Model elite berkuasa  
Menurut model elit berkuasa, sumber-sumber daya terpusat diantara 
sebagian orang. Menurut Gaetano Mosca menyebutkan distribusi kekuasaan  
politik dalam masyarakat sebagai di semua masyarakat muncul dua kelas rakyat- 
kelas yang berkuasa dan kelas yang di kuasai. Kelas pertama selalu lebih sedikit 
jumlahnya, menjalankan fungsi politik, monopoli  kekuasaan dan menikmati 
semua keuntungan  yang dibawah oleh kekuasaan, sementara yang kedua 
jumlahnya lebih banyak yang diarahkan dan di kendalikan  oleh yang pertama, 
melalui sutu cara yang kadang-kadang sedikit banyak bersifat sah, sekadang-
kadang sewenang-wenang dan keras. 
b. Model pluralis 
Model ini kekuasaan didistribusikan kepada banyak orang atau banyak 
kelompok sosial tidak hanya terfokus pada kalangan elit. 
c. Model kekuasaan popular 
Kekuasaan menurut kaum popular harus disentralisasikan dan warga 
Negara kebanyakan harus memainkan perang paling besar dalam  pembuatan 
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keputusan, mereka harus mengawasi kaum elite dan para pemimpin kelompok 
sosial.
25
 
3. Teori Modal 
Penulisa menggunakan teori modal yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu 
yang menunjukan teori modal itu terdiri atas model sosial, modal politik, modal 
ekonomi dan modal simbolik. Di teori model ini peneliti menggunkannya untuk 
meengananlisis apa yang menjadi faktor penentu keluarga Dinda Damayanti Putri 
tetap bertahan dirana politik sampai saat ini. 
a. Modal sosial 
 Menurut Pierre Bourdieu meendefinisikan modal sosial sebagai 
sumber daya aktual dan potensial yang memiliki seseorang berasal dari 
jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam 
bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain: 
keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya 
berbagai bentuk dukungan kolektif. 
Pierre Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang 
berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-
bentuk sosialkapital (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan 
sumber daya alam. jadi intinya dari modalitas sosial yaitu : (1) adanya 
kepercayaan dari masyarakat, (2) adanya interaksi sosial dan (3) adanya 
jaringan-jaringan yang mendukung. 
                                                             
25
 Anggriani Alamsyah, Etika Politik, Alauddin University press, 2012, h.122 
23 
 
 
 
b. Modal Politik  
Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan partai politik 
(koalisi partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan 
organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan dalam pemilu jadi, modal 
politik yaitu : (1) kepemilikan jabatan politisi , (2) adanya dukungan dari 
parpol tertentu dan (3) adanya tim sukses yang solid. 
c. Modal Ekonomi 
Model ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan 
“pelumas” mesin politik yang dipakai. Di dalam musik kampanye misanya 
membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti 
mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang 
lainya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasarat utama ketika calon itu 
bukan berasal dari partai yang dicalonkanya. 
 Jadi modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik 
itu berdasarkan sumber daya dari dana pribadi dan donator, dan berdasakan 
penggunaannya untuk bayar partai politik , kampanye untuk pemenangan 
pemilihan umum. (adanya dukungan dana dan adanya kepemilikan alat 
produksi atau perusahaan). 
d. Modal Simbolik 
Menurut Pierre Bourdieu, pada dasarnya modal simbolik (seperti 
prestise, kehormatan atau karisma) iyalah modal lainya ketika di ketahui dan 
diakui, melalui kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekusaan 
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simbolik yang cenderung untuk mereproduksi dan memperkuat hubungan 
kekuasaan yang merupakan struktur dalam ruang sosial. Singkatnya, modal 
simbolik merupakan hasil dari trasformasi dari modal ekonomi, sosial dan 
kultural kedalam bentuk baru, dan hasil trasformasi ini memiliki kekuatan 
besar. 
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Kerangka Konseptual 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian  
Didalam tulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Dimana metode penelitian kualitatif adalah yang datanya  dinyatakan 
dalam bentuk verbal  dan dianalisis tanpa menggunakan tehnik statistik. Penelitian 
yang serig dilakukan dengan cara ini adalah  case study (studi kasus), 
anthropologicalresearch (penelitian antropologi), historical research (penelitian 
sejarah).
27
 
Bogdan dan Taylor mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah metode 
yang menjadi prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
28
 
Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang di maksud 
untuk mengumpulkan data-data valid maupun informasi mengenai suatu fenomena 
yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara ilmiah. 
Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bima. 
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B. Sumber Data 
 Dalam menentukan sumber data untuk penelitian di dasarkan pada kemampuan 
dan kecakapan penelitian dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa subjektif 
mungkin dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat ketentuan sehingga 
data yang di butuhkan peneliti benar-benar sesui dan alamiah dengan fakta yang 
kongkrit. 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengalaman langsung dengan 
narasumber yang dianggap sangat berpotensi dalam memberi informasi yang relevan 
yang sebenarnya dilapangan, yakni pengambilan data secara langsung dengan pihak-
pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, terdiri dari tokoh masyrakat dan 
pemerintah terkait. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data pendukung atau data yang di peroleh secara 
tidak langsung atau penunjang apabila dibutuhkan. Data ini berfungsi untuk 
menghindari data yang tidak valid yang di dapatkan dari hasil penelitian dan 
menggunakan hasil temuan di lapangan. Data sekunder di peroleh melalui berbagai 
referensi dan literatur, baik berupa laporan penelitian, artikel, maupun dokumen-
dokumen, baik bersumber dari buku-buku, artikel lainnya yang memiliki relevansi 
dengan substansi penelitian. Data ini berfungsi untuk menghindari adanya data yang 
tidak valid yang di dapatkan dari hasil penelitian dan menguatkan temuan di 
lapangan. 
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C. Metode  Pengumpulan Data 
1.Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara 
sebagai berikut: 
a. Observasi 
Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang 
dilakukan dengan cara melihat, mengamati, dan mencatat perilaku dan 
pembicaraan subyek  penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.
29
 
Dimana, penelitian  dalam hal ini akan melakukan sebuah pengamatan terkait 
dengan politik dinasti, relasi kuasa dan strategis politik dinasti dengan tujuan 
agar bisa mendapatkan gambaran secara objektif. 
Teknik ini di lakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan 
yang merupakan lokasi penelitian. Hal ini di lakukan untuk memperoleh 
gambaran umum untuk lokasi penelitian dan kondisi demografisnya serta 
beberapa hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 
b.Wawancara 
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka  
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mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
keterangan.
30
 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah  teknik yang dapat digunakan sebagai pengumpul 
data apabila informasi yang dikumpulkan dari dokumenn yang berupa buku, 
jurnal, surat kabar, majala, daftar nilai dan yang sejenisnya.
31
 
Teknik ini sangat penting untuk melengkapi data dalam rangka 
menganalisis masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha 
mengumpulkan data dari beberapa informan dan data lain yang di perlukan 
dalam penulisan ini. 
D. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam 
mengumpulkan data. Oleh karena jenis penelitian ini adalah kualitatif maka 
instrumen penelitian ini adalah penelitian sendiri. Pada tipe penelitian seperti ini 
menurut Usman,penelitian adalah instrumen kunci (key Instrument) yang harus terjun 
sendiri secara aktif dalam melakukan wawancara.
32
 Alat bantu yang di gunakan 
adalah camera handphone, pedoman wawancara dan notebook. 
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a. Camera handphone 
Camera alat yang di gunakan oleh penulis untuk mendokumentasikan setiap 
wawancara dengan informan seerta fenomena sosial lainnya penulis jumpai. 
b. Perekam handphone 
Alat rekaman (recording) adalah alat bantu yang di gunakan oleh penulis 
untuk mendokumentasikan setiap wawancara dengan informan. 
c. Pedoman wawancara dan netebook 
Pedoman wawancara ( interview guide) adalah alat bantu yang di buat dalam 
bentuk pelayan mencakup masalah-masalah yang akan di teliti, guna untuk menggali 
informasi yang telah terjadi melalui informan. Sedangkan notebook digunakan untuk 
mencatat setiap informasi yang di peroleh dari informan melalui wawancara. 
E. Analisis Data 
Untuk menganalisis data-data maka penulis menggunakan tehnik-tehnik 
analisis data yang bersifat kualitatif, aktifitas analisis dengan cara menganalisis 
konteks dari telaan pustaka dan menganalisis pernyataan dari hasil wawancara yang 
diperoleh dari informasi yang dianggap mampu untuk memberi informasi akurat 
sesuai dengan masalah penelitian. 
 Secara rincian, tahapan analisis data dijabarkan sebagai berikut: 
a. Reduksi data adalah dilakukan dengan cara memberikan kode terhadap data-
data yang sesuia dengan kebutuhan data penelitian untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari perumusan masalah dari penelitian. 
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b. Penyajian data adalah data yang telah reduksi kemudian dengan 
diorganisasikan dan disajikan dalam bentuk tulisan yang memiliki arti dari 
kemampuan untuk menjawab masalah-masalah penelitian. 
c. Penarikan kesimpulan adalah dilakukan selama proses pengumpulan data 
dengan tetap meninjau data-data yang telah dikumpulkan  sebelum 
untukmemastikan bahwa data yang dibituhkan sudah lengkap, sehingga 
penelitian bisa menarik kesimpulan.
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Bima 
1. Profil Kabupaten Bima 
a. Letak Geografis Dan Administrasi Pemerintahan 
 Kabupaten Bima merupakan  salah satu Kabupaten di Provinsi NTB dengan luas 
wilayah mencapai 22% dari total luas Provinsi atau seluas 4.389,40 km
2
 atau 438.940 
Ha. Secara gografis, Kabupaten Bima Perbatasan dengan Laut Flores sebelah utara, 
Selat Sape di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan, dan Kabupaten 
Dompu di sebelah barat, atau tepatnya terletak pada garis 08°08. Lintang Utara -
08°57. Lintang Selatan, serta 117°40. - 119°24. Bujur Timur.  
 
Gambar. 1.1 
Sejak tahun 2006 Kabupaten Bima telah mengalami pemekaran wilayah, 
dimana sebelumnya terdapat 14 wilayah Kecamatan yang kemudian dimekarkan 
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menjadi 18 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 168 Desa. Selain 168 desa 
tersebut, terdapat wilayah setingkat desa yang merupakan transmigrasi yang berlokasi 
dikecamatan Madapangga, Langgudu, Lambu dan Tambora. 
Tabel. 1.1 
Data Luas Wilayah Per Kecamatan 
 
NO Kecamatan Luas Wilayah 
Ha Km
2
 
1 Monta 24.500 245,00 
2 Parado  24.381 243,81 
3 Madapangga  23.758 237,58 
4 Woha  10.557 105,57 
5 Belo  5.831 58,31 
6 Langgudu  32.294 322,94 
7 Wawo  13.500 135,99 
8 Sape  23.212 232,12 
9 Lambu  40.425 404,25 
10 Wera  4.532 465,32 
11 Ambalawi  18.065 180,65 
12 Donggo 11.337 113,37 
13  Sanggar 47.789 477,89 
33 
 
 
 
14 Tambora  42.782 427,82 
15 Bolo  6.693 66,93 
16 Soromandi  35.212 352,12 
17 Lambitu  6.269 62,96 
18 Palibelo  5.803 58,03 
 Jumlah 438,940 4.389,400 
 
Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km
2 
yang terbagi dalam lima 
Kecamatan yaitu, Kecamatan Rasa Na‟e Barat, Kecamatan Asakota, Kecamatan 
Mpunda, Kecamatan Rasa Na‟e Timur dan Kecamatan Raba. Kota Bima  terbentuk 
melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Bima 
Propinsi Nusa Tenggara Barat.
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b. Tipografi 
Wilayah Kabupaten Bima dikeliling oleh beberapa penggunungan yaitu 
Gunung Tambora di Kecamatan Tambora, gunung sangia di Kacamatan Wera, 
Gunung Maria di KecamatanWawo dan Gunung Soromandi di Kecamatan Donggo. 
Berdasarkan ketinggian dan kelerengan lahan, wilayah Kabupaten Bima dibedakan 
kedalam 3 satuan formologi utama yaitu morfologi penggunungan, morfologi 
                                                             
34
 M.  Hilir dan Alan Malingi, Sultan Abdul Khair II (Sultan Bima Ke XIV) (Mataram: Mahani 
Persada, 2010), h. 7-8. 
34 
 
 
 
perbukitan dan morfologi dataran. Sekitar 30% dari Wilayah Kabuapaten Bima 
tergolong kemarfologi utama yaitu morfologi penggunungan 
Secara tipografi Wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%) merupakan 
dataran tinggi berstruktur penggunungan, sementara sisanya (30%) adalah dataran 
rendah. Sekitar 14% dari provinsi dataran rendah  tersebut merupakan area 
persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering. Oleh karena keterbatasan 
lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk kedepan 
akan menyebabkan daya dukung lahan semakin sempit. Konsekuensinya  diperlukan 
transformasi dan orientasi basis ekonomi dan sektor pertanian tradisional ke Wilayah 
wirausahaan dan sektor industri kecil industri kecil serta perdagangan. Dilihat dari 
ketinggian permukaan laut, Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan 
ketinggian 500 m dari permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah 
Kecamatan Sape dan Sanggar yang mencapai ketinggian 5 m dari permukaan laut. 
c. Iklim 
Kabupaten Bima termasuk wilayah beriklim tropis dengan interval temperatur 
normal rata-rata antara 23.5 °C sampai 32.7 °C dan kelembaban rata rata 78%. 
Kabupaten Bima dapat dikategorikan sebagai daerah agak kering. 
d. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 
1. Kondisi sosial  
Berdasarkan data pusat statistik Kabupaten Bima tahun 2016 penduduk 
Kabupaten Bima berjumlah 473.890 jiwa, terdiri dari laki-laki 235.917 jiwa dan 
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perempuan 237.973 jiwa. Penduduk Kabupaten Bima hampir 99% merupakan 
pemeluk agama islam dengan jumlah masjid 420 buah, Langgar 344 buah dan 
Mussolah 139, Gereja Protestan 3 buah, Gereja Katolik 3 buah dan pure 3 buah. 
Selain itu juga terdapat sarana pembinaan agama seperti TPQ sebanyak 372 buah 
deengan jumlah santri 20.238 orang. Lembaga dakwah 20, madrasah 86 buah dengan 
jumlah siswa 23.450, penyuluh agama 210 orang dan tokoh agama sebanyak 493 
orang. 
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2. Kondisi Ekonomi 
Kabupaten Bima memiliki 1 buah pelabuhan ASDP lintas penyebrangan di 
Kecamatan Sape menuju pulau Komodo, Labuan Bajo dan Ende Nusa Tenggra Timur 
serta 12 pelabuhan lokal yang di tetapkan dengan keputusan  Bupati Bima Nomor: 57 
Tahun 2006. Pelabuhan regional  tersebut berada di Kecamatan yang hingga saat ini 
belum dapat disadari oleh kapal-kapal yang bertonase besar karena dangkal. Selain 
itu masih terdapat pula satu pelabuhan khusus untuk mengekspor hasil tambang 
mangan yang letaknya di Desa Laju, Kecamatan Langgudu. Pelayanan jasa angkutan 
udara dilaksanakan melalui Bandar Udara  M. Salahuddin Bima yang merupakan 
satu-satunya Bandar Udara yang ada wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten 
Dompu. Bandar Udara  M. Salahuddin Bima kini melayani pesawat jenis Fokker 26. 
Di antaranya pesawat Merpati, Garuda, Lion Air, Susi Air. Rute yang dilalui yakni 
penerbangan dari Bima menuju Mataram, Denpasar, Surabaya, Jakarta, Makassar dan 
Selayar. 
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Struktur perekonomian suatu daerah mencerminkan kekuatan sekaligus 
ketergantungan suatu daerah terhadap suatu sektor. Struktur perekonomian 
Kabupateen Bima  masih didominasi oleh sektor pertanian yang memiliki peranan 50, 
14% sektor yang paling kecil menghasilkan nilai tambah adalah sektro listrik, gas dan 
air bersih (LGA). Sektor industri yang di harapkan menggantikan posisi sektor 
pertanian untuk menuju proses industrialisasi, belum menunjukan hasil yang di 
harapkan, peranan sektor industri baru mencapai 2,24% dari perekonominan 
Kabupaten Bima.  
Komoditas utama pertanian selain padi dan palawija seperti kadelai, jagung, 
kacang tanah dan ubi, juga memiliki komuditas unggulan yang menjadi andalan 
holtikultural sebagai penghasil bawang merah dan bawang putih. Luas area untuk 
budidaya bawang merah mencakup sekitar 13.683 Ha dan baru di manfaatkan 49% 
dari seluruh potensi dengan total produksi pertahun mencapai 66.076 ton  
Bima dikenal sebagai daerah penghasil bawang dengan kualitas terbaik 
bawang Keta Monca(bawang merah) saat ini menjadi komoditas unggul nasional, dan 
bersama bidang usaha pertanian lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya telah 
memberikan sumbanggan signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain 
yang besar, bawang merah terkenal memiliki mutu dari ciri khas sendiri serta banyak 
diminati oleh komsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun 
Luar Negeri seperti Malaysia dan Singapura. 
Selain itu,mayoritas masyarakat Kabupaten Bima banyak yang 
menggantungkan kehidupan dari perkebunan. Jenis tanaman perkebunan yang di 
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kembangkan meliputi 18 jenis, yang terdiri dari 11 jenis tanaman tumbuhan dan 7 
jenis tanaman musiman meliputi tanaman jambu mente, kopi, kelapa, kemiri, kapas, 
wijen dan empon-empon. Khusus perkembangan jambu mente di upayakan melalui 
program kimbun dengan memanfaatkan lahan kering di Kecamatan Donggo, 
Kecamatan Belo, Kecamatan Madapangga. Salah satu komoditas perkebunan 
unggulan yang di miliki Kabupatn Bima adalah Kopi Tambora yang potensi 
mengembangkan cukup luas. Sekitar 10.085,15 Ha lahan perkebunan di Kecamatan 
Tambora telah di kembangkan komoditas Kopi, Jambu Mente, Kelapa dan komoditas 
lainnya. Khusus pengembangan  kebunkopi Tambora berdasarkan status kepemilikan 
dikelompokan kedalan dua bagian yaitu kebun kopi. Eks HGU PT. Bayu Aji Bima 
Sena dan kebun kopimilik rakyat, dari 381 Ha luas pertahanan kopi di Kecamatan 
Tambora dikelolah oleh HGU PT. Bayu Bima Sena, sedangkan 311 Ha lainnya 
dikelola personal oleh masyarakat. 
3. Potensi Kekayaan Alam 
Bima merupakan daerah dengan jumlah potensi kekayaan alam yang begitu 
luas. Potensi yang teridentifikasi berupa bahan galian berupa emas, mangan, tembaga 
hingga pasir besi. Potensi itu meyebar hampir seluruh wilayah Kecamatan di 
Kabupaten Bima. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinar Pertambangan dan 
Energi (Distamben), terdapat 14 ijin usaha pertambangan (IUP)yang di keluarkanya 
sebagai penyelesaian dari kuasa pertambangan (KP) yang di kelurkan pemerintah  
Kabupaten Bima sebelumnya terdapat sebanyak  14 IUP.  
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4.  Visi dan Misi 
Adapun Visi dan Misi Kabupaten Bima Yaitu: 
Visi : 
  Terwujudnya pembangunan Kabupatn Bima yang ramah „‟religius, aman, 
makmur, amanah dan handal. 
Misi : 
1) Membangun pemerintah dan masyarakat yang mengedepankan nilai religius 
dalam bermasyarakat. 
2) Menbangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat, mengamankan 
proses dan hasil pembangunan serta penegakkan supremasi hukum. 
3) Meningkatkan pendapatan dan masyarakat peenanggulangan kemiskinan melalui 
peningkatan sarana prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan 
hidup, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi kreatif. 
4) Mewujudkan reformasi birokrasi yang jujur, transparan, akuntabel dan 
bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang brsih dan bebas 
KKN. 
5) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. 
5. Kebudayaan Suku Bima 
Suku Bima  atau Dou Mbojo adalah suku yang mendiami Kabupaten Bima 
dan Kota Bima yang telah ada sejak zaman kerajan Majapahit. Suku ini menggunakan 
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bahasa Bima atau Nggahi Mbojo.
36
 Suku yang dikenal dengan julukan Dou Mbojo ini 
menghuni dataran rendah, wilayah Kabupaten Bima, Donggo, dan Sangia, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat. Hidup ditengah lingkungan  yang beragam , dikepulauan Nusa 
Tenggara Barat. Didaerah  Utara Lombok tanahnya dikenal subur sedangkan sebelah 
selatan tanahnya gundul dan tidak subur. Kebanyakan dari suku Bima yang 
bermukim sekitar pesisisr pantai. Namun ada kebiasaan hidup berpindah-pindah 
sehingga mereka juga disebut suku „‟Oma‟‟(berpindah-pindah). 
 Sistem pengairan subak yang dikenal dalam masyarakata Bali dan Sasak juga 
diterapkan disebut ponggawa. Irigasi secara permanen ini dapat dilakukan karena 
adanya sungai-sungai dipesisir utara dan sungai-sungai dipusat penggunungan. 
1. Sistem Religi 
Suku Bima memiliki hubungan dengan suku Sasak yang tinggal berdekatan di 
propinsi NTB. Sejarahnya bisa ditelusuri sejak zaman Majapahit, nama Bima sendiri 
memang tokoh Mahabharata kepercayaan Hindu. Akan hal suku ini, mayoritasnya 
mengandung agama islam, dan dikenal sebagai suku yang taat akan amalan islam di 
Kepulauan Indonesia Tenggara. 
Kepercayaan asli orang Bima di sebut  Pare No Bongi, yaitu kepercayaan 
terhadap roh nenek moyang . walaupun sebagian besar masyarakat Bima memeluk 
agama islam, suku Bima masih mempercayai dunia roh-roh yang menakutkan. Dunia 
roh yang di takuti adalah Batara Gangga sebagai Dewa yang memiliki kekuatan yang 
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sangat besar sebagai penguasa, Batara Guru, Idadari sakti dan Jeneng roh Bake dan 
roh Jim yang tinggal dipohon, gunung yang sangat besar dan berkuasa untuk 
mendatangkan penyakit, bencana dan lain-lain. Mereka juga percaya dengan adanya 
sebatang pohon besar di Kalate yang di anggap sakti, murmas tempat para Dewa 
Gunung Rinjani; tempat tinggal para Batara dan dewi-dewi. Sedangkan suku Bima 
bagian timur menganut agama kristen. 
Mayoritas penduduk kota Bima memeluk agama islam yaitu sekitar 97,38% 
dan selebihnya memeluk agama Kristen Protestan 0,89%, Kristen Katolik 0,62% dan 
Hindu/Budha sekitar 1,11%. Sarana peribadatan di Kota Bima terdiri dari masjid 
sebanyak 51 unit, langgar/mushola 89 unit dan pura/vihara 3 unit. Sedangkan fasilitas 
sosial yang ada di Kota Bima meliputi panti sosial Jempo dan panti asuha sebanyak 6 
panti yang tersebar di Kecamatan. Masyaraat Bima adalah masyarakat yang religius. 
Secara historis  Bima dulu merupakan salah satu perkembangan islam di Nusantara 
yang di tandai oleh tegak kokohnya sebuah kesultanan, yaitu kesultanan Bima. Islam 
tidak saja bersifat elitis, hanya terdapat para peraturan-peraturan formal-normatif 
serta pada segelintir orang saja melainkan juga populis, menjadi urat nadi dan darah 
gading masyarakat, artinya juga telah menjadi kultur masyarakat Bima. 
Mata pencaharian utama masyarakat Bima adalah bertani dan sempat menjadi 
segitiga emas pertanian bersama Makassar dan Ternate pada zaman Kesultanan. Oleh 
karena itu, hubungan Bima dan Makassar sangatlah dekat, karena pada zaman  
Kesultanan, kedua kerajaan ini saling menikahkan putra-putri kerajaan masing-
masing. 
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2. Bahasa dan Kesenian 
Bahasa Bima terdiri atas berbagai dialek, yaitu dialek Bima, Bima Donggodan 
Sangiang. Bahasa ini membedakan bahasa halus dan kasar. Bahasa yang mereka 
pakai ini termasuk kelompok melayu polynesia.
37
 
 Seni tradisional khas Bima adalah tarian khas buja kadanda yang saat ini 
hampir punah dan telah di perhatikan oleh pemerintah daerah serta tari perang khas 
suku Bima dan perlombaan balap kuda merupakan wujud kesenian lainnya dari suku 
Bima. 
b. Sejarah Kesultanan Bangsawan Bima  
Kerajaan Bima yang didirikan atas restu Ncuhi (restu adat) berakhir ketika 
mengalir ajaran baru yang datang dari Sumatera dan Sulawesi. Begitu kerajaan laut 
Majapahit runtuh oleh orang dalam, Jawa pecah dan meningkatkan dinamika antara 
saudagar-saudagar Tionghoa muslim. Pada masa itu Bima tengah dirajai oleh La Kai, 
salah satu raja yang sudah mengindetifikasi diri sebagai putra Bima bukan lagi nama - 
nama Jawa seperti Indra Zamrud, Batara Bima Batara Indra Bima dan lain 
sebagainya. La Kai adalah orang yang menjadi raja di Bima abad 17 dan menjadi raja 
pertama yang menerima Islam sebagai agama yang boleh disebarkan di Bima, dia 
sendiri menjadi muslim dengan merubah namanya menjadi Abdul Kahir. 
Masuknya Islam di Bima bersamaan dengan adanya konflik internal istana, 
dimana salahsatu pembesar istana (Salisi Ma Ntau Asi Peka) yang melakukan teror 
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dan pembunuhan pada beberapa penguasa wilayah, dan gerakan ini diam-diam 
disogok oleh serikat dagang VOC yang sudah masuk Bima dalam misi dagang. 
Dijadikannya Islam sebagai agama resmi istana membawa keuntungan sendiri bagi 
kerajaan Bima, karena pada zaman itu imperium Sulawesi sedang berjaya diseluruh 
kawasan Timur Nusantara dan mengibarkan bendera Islam dalam segala misinya 
termasuk menghadang ketamakan VOC dan Portugis yang mulai memperkuat 
tentaranya dengan barisan Meriam.
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Maka Sultan Alauddin Awalul Islam mulai mengirim pasukan untuk 
menyerang Bima dalam kekuasaan Pemberontak dan berhasil memukul mundul 
mereka pada tahun 1640, sehingga barisan La Salisi Mantau Asi Peka melarikan diri 
ke Dompu. Setelah berhasil merebut kembali kekuasaan maka Sultan Abdul Kahir 
dan rombongannya kembali ke Bima bersama beberapa tokoh ulama. Maka 3 bulan 
setelah kembali ke Bima,  Abdul Kahir dikukuhkan (kembali) sebagai Sultan pertama 
Bima, yang menandai berakhirnya sistem kerajaan. 
Tata pemerintahan akan segera diatur berdasarkan syariat Islam dan 
meninggalkan tata praja lama yang berbau Hindu. Sultan Abdul Kahir yang kelahiran 
tahun 1601 adalah putra dari Raja Mantau Asi Sawo, raja terakhir Bima. Sultan 
Abdul Kahir adalah sultan Bima yang pertama, dan sultan yang menerima Islam 
sebagai agama resmi istana. Untuk mengukuhkan koalisi dengan Goa maka dia 
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menikah dengan adik istri Sultan Alauddin dari makassar yang bernama Daeng 
Sikontu.Tanggal 5 Juli 1640 adalah Penobatan Abdul Kahir sebagai Sultan Istana 
Bima yang pertama, sebuah era baru bagi kekuasaan Bima. Bila dilihat dari angka 
tahun ini maka kekuasaan Abdul Kahir tidak terlalu lama di era kesultanannya, dia 
lebih lama berkuasa pada masa Kerajaan (sebagai Raja La Kai). 
Kesultanan Bima adalah kerajaan yang terletak di Bima.Penduduk daerah ini 
dahulunya beragama Hindu/Syiwa. Pada masa Pemerintahan Raja XXVII,yang 
bergelar “Ruma Ta Ma Bata Wadu”. Menurut BO (catatan lama Istana Bima), 
menikah dengan adik dari isteri Sultan Makassar Alauddin bernama Daeng Sikontu, 
puteri Karaeng Kassuarang. Ia menerima/memeluk agama Islam pada tahun 1050 H 
atau 1640 M, kemudian raja atau Sangaji Bima tersebut digelari dengan “Sultan” 
yaitu Sultan Bima I, beliau inilah dengan nama Islam-nya “Sultan Abdul Kahir”. 
Setelah Sultan Bima I mangkat dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan 
Abdul Khair Sirajuddin sebagai Sultan II, maka sistem pemerintahannya berubah 
dengan berdasarkan “Hadat dan Hukum Islam”. Hal ini berlaku sampai dengan masa 
pemerintahan Sultan Bima XIII (Sultan Ibrahim). Sultan Abdul Khair Sirajuddin 
adalah putera dari Sultan Abdul Kahir. Dilahirkan bulan April 1627 (Ramadan 1038 
H), bergelar Ruma Mantau Uma Jati. Ia juga bernama La Mbila, orang Makassar 
menyebut “I Ambela”. Wafat tanggal  22 Juli 1682 (17 Rajab 1099 H), dimakamkan 
di Tolo Bali. Menikah dengan saudara Sultan Hasanuddin, bernama Karaeng Bonto 
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Je‟ne, pada tanggal 13 September 1646 (22 Rajab 1066 H), di Makassar. Abdul Khair 
Sirajuddin dinobatkan menjadi Sultan Bima II, pada tahun 1640 (1050 H).
39
 
Sultan Nuruddin Abubakar Ali Syah adalah putera dari Sultan Abdul Khair 
Sirajuddin. Dilahirkan pada tanggal 5 Desember 1651 (29 Zulhijah 1061 H). Orang 
Makassar diberi gelar “Mappara bung Nuruddin Daeng Matali Karaeng Panaragang”. 
Naik tahta pada tahun 1682 (Zulhijah 1093 H). Menikah dengan Daeng Tamemang, 
saudara Karaeng Langkese puteri Raja  7 Mei 1684 (22 Jumadilawal 1095 H). 
SetelahTallo pada tanggal  meninggal, diberi gelar “Ruma Ma Wa‟a Paju”, karena 
yang mula-mula memakai Payung jabatan yang berwarna kuning yang terkenal 
dengan “Paju Monca”.Sultan Muhammad Salahuddin adalah Putera dari Sultan 
Ibrahim, dilahirkan pada tahun 1888 (jam 12.00, 15 Zulhijah 1306 H). Dilantik 
menjadi Sultan Bima XIII pada tahun 1917. Meninggal di Jakartapada hari Kamis 11 
Juni 1951  (7 Syawal 1370 H) dalam usia 64 tahun. Setelah wafat diberi gelar “Ma 
Kakidi Agama”, karena menjunjung tinggi agama serta memiliki pengetahuan yang 
mumpuni dan luas dalam bidang agama. 
Nama-nama Sultan Bima 
1. 1640: Sultan Abdul Kahir I (Ma bata wadu) dinobatkan 1640 dan mangkat 
beberapa bulan setelah menjadi Sultan. 
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2. 1640-1682:  Sultan Abdul Khair Sirajuddin (Mantau Uma Jati) 
 3. 1682-1687:  Sultan Nuruddin, kuburannya di Tolobali. 
4. 1687-1696:  Sultan Jamaluddin (Sangaji Bolo). Tewas di penjara Batavia. 
5. 1696-1731:  Sultan Hasanuddin. Tewas di Tallo diberi gelar Mambora di Tallo. 
6. 1731-1742:  Sultan Alauddin, Manuru Daha. 
7. 1742-1773:  Sultan Abdul Qadim, Ma Waa Taho. 
8. 1773-1795:  Sultanah Kumalasyah (Kumala Bumi Partiga). Dibuang Inggris Ke 
Sailon Srilangka hingga mangkat. 
9. 1795-1819:  Sultan Abdul Hamid, Mantau Asi Saninu. 
10. 1819-1854:  Sultan Ismail, Ma waa Alu. 
11. 1854-1868:  Sultan Abdullah, Ma waa Adil. 
12. 1868-1881:  Sultan Abdul Azis, Ma Waa Sampela, meminggal diusia bujang. 
13. 1881-1915:  Sultan Ibrahim, Ma Taho Parange.  
14. 1915-1951:  Sultan Muhammad Salahuddin, Ma Kakidi Agama. Mangkat di 
Jakarta, pemakaman Karet. 
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15.  1945-2001:  Sultan Abdul Kahir II, Ma Busi Ro Mawo, Jena Teke. Dianugerahi 
Sultan sebagai penghargaan oleh Majelis Adat saat mangkat 17 Juni 2001. 
(Catatan Alan Malingi). 
16. 2013: Sultan  Fery Zulkarnai, Tuha Ro Lanti, Jena Teke Dianugerahi Sultan 
sebagai penghargaan oleh Majelis Adat Sara Dana Mbojo 04 juli 2013. 
17. 2016: Muhammad Putra Ferryandi Jena Teke Dianugerahi Sultan sebagai 
penghargaan oleh Majelis Adat Sara Dana Mbojo 18 September 2016.
40
 
B. Bentuk Kekuasaan Bangsawan Di Kabupaten Bima 
Politik dinasti tidak hanya terbatas pada jejaring kekerabatan  atau pertalian 
darah (kinship politics) saja, tetapi juga pada jejaring bisnis dan kelompok-kelompok 
kepentingan. Relasi kuasa bergerak dan berputar dilingkungan keluarga dan jejaring 
kelompok tertentu saja, sehingga menutup partisipasi politik publik. Aktor-aktor yang 
datang pada periode berikutnya boleh saja berbeda, tetapi punya peran duplikatif-
identik dari pendahulunya. Perubahan suksesi kepemimpinan hanya kamuflase 
pembungkus status quo untuk mengamankan jejaring mereka terhadap akses sumber-
sumber finansial. Politik dinasti ini menjadi parasit ketika dihadapkan  pada 
demokrasi yang menyuburkan  kompetisi dan memberi fasilitas bagi perluasan 
partisipasi publik. Dinasti juga menjadi bagaimana menciptakan  kerajaan-kerajaan 
baru dilingkaran kekuasaanya atau strukturrisasi hanya menduduki keluarga, anak, 
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dan kolega-koleganya. Namun hal tersebut bisa saja terjadi, apabila kapabilitas dan 
kemampuan anak atau keluarga bisa teruji.
41
 
Menurut Gaetano Mosca dalam setiap masyarakat terdapat dua kelas 
penduduk, satu kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai, kelas penguasa 
jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, menopoli kekuasaan 
dan menikmati keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas yang 
kedua jumlahnya lebih besar dan dikendalikan oleh  kelas penguasa. Tidak dapat di 
pungkiri bahwa tujuan berpolitik adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan, politisi 
(pelaku politik) menyalurkan cita-cita (visi-misi) agungnya yang bertujuan  kepada 
perubahan  yang baik.
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Politik dinasti adalah percobaan monopoli terhadap kedaulatan rakyat yang 
dilakukan secara terencana sering kali secara singkat modern dan rasional.Pola politik 
dinasti bangsawan di Kabupaten Bima dimana dinasti politik muncul sebagai akses 
dari warisan feodalisme yang masih mencakup kuat dimasyarakat. Feodalisme yang 
dimaksud bukan hanya penguasa sumber daya ekonomi saja, tetapi terbentuknya 
jejaring loyalitas dalam masyarakat tokoh informal. Tokoh informal tersebut 
umumnya memiliki massa besar yang digunakan  untuk menopang kekuasaan 
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keluarga.
43
 Pola pertama dinasti politik berbentuk seperti arisan keluarga satu 
keluarga secara bergiliran memegang tampuk pimpinan pada daerah tersebut.  
Pasangan Bupati dan wakil Bupati Bima Dinda Damayanti Putri- Dahlan M. 
Nor unggul dalam perolehan  suara sejumlah lembaga survei dalam pilkada 
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pasangan Dinda Damayanti Putri- Dahlan M. 
Nor memperoleh suara 40,11%, unggul dari tiga pesaingnya yakni Syafrudin-
Masykur 28,17% serta Ady Mahyudi-Zubaer 21,50% dan Abdul Khaer-Abdul Hamid 
10,22%. 
 
Tabel 1.2 
Pasangan Calon Bupati 
 
No Pasangan Calon Bupati Partai Pendukung 
1. Abdul khair dan Abdul Hamid  
2. Ady Mahyudi dan A. Zubair - PAN 
- PKB 
- PBB 
 
3. Syafrudin M. Nur dan Masykur - Partai NasDem  
- PDIP 
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- Partai Demokrat  
4. Dinda Damayanti Putri dan Dahlan M. Noer -Partai Golkar 
-Partai Gerindra 
-Partai Hanura 
 
Kemenangan mutlak yang diperoleh Dinda Damayanti Putri-Dahlan M.Nor 
tidak lepas dari dukungan partai pendukung yaitu partai Perindo dan PPP. Serta tiga 
partai koalisi Golkar, Gerindra dan Hanura.seperti yang dikatakan oleh Sekretaris 
Kesatuan Bangsa  Dan Politik (KESBAN POL) sekaligus Tim sukses dari Dinda 
Damayanti Putri-Dahlan M. Nor Kabupaten Bima pak Edy Tarunawan dibagian 
Humas ia mengatakan bahwa : 
„‟Kemenangan Dinda Damayanti Putri-Dahlan M. Nor  dilihat dari personil 
pribadi atau keahlianya dalam berpolitik dan juga istri dari mendiang Fery 
Zulkarnai yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Bima yang 
berasal dari keluarga bangsawan Bima yang tidak lain adalah Raja Bima‟‟.44 
 
Dari hasil wawancara tersebut penulis melihat dengan adanya politik dinasti 
sangat erat kaitanya dengan budaya politik yang berkembang di masyarakat. Budaya 
politik tersebut berkaitan dengan preferensi kekuasaan yang dibangun baik dari segi 
penerimaan publik maupun pembangunan rezim. Budaya politik  pemilih erat 
kaitannya dengan perilaku memilih yaitu kecenderungan  pemilih untuk memilih 
berdasarkan sumber informasi yang ditangkap baik rasional maupun tradisonal. 
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Obyek-obyek orientasi  politik adalah secara keseluruhan, peran politik atau struktur 
tertentu, individu atau kelompok  memikul peran tertentu, kebijakan publik yang 
khusus termasuk didalamnya adalah aktor politik dan ego dari aktor politik. Menurut 
Almond sendiri dalam  Mochtar Mas‟oed 1984 membagi tiga jenis budaya politik 
yaitu: 
1. Budaya politik parokial dimana kesadaran obyek  politiknya kecil atau 
tidak ada sama sekali terhadap sistem politik, kelompok ini akan 
ditemukan diberbagai lapisan masyarakat. 
2. Budaya politik kaula adalah mereka yang berorientasi terhadap sistem 
politik dan pengaruhnya terhadap output yang mempengaruhi kehidupan 
mereka seperti tunjangan sosial dan hukum. 
3. Budaya politik partisipan adalah individu yang berorientasi terhadap 
struktur input dan proses dan terlibat didalamnya atau melihat dirinya 
sebagai potensi terlibat, mengartikulasikan tuntutan dan membuat 
keputusan.
45
 
Dalam hal tersebut kekuatan negara diatas lokal melemah karena kontrol  
politik dinasti yang tersebar baik dijajaran eksekutif, yudikatif maupun legislatif. 
Maka dalam taraf ini, politik dinasti sudah berkembang seperti negara dalam negara 
dalam sistem politik yang lemah.
46
 
                                                             
45
 Fatahullah Jurdi, Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2014), h. 184-185. 
46
 Waiston R Djati, Revivalisme Kekuaatan Familisme Dalam Demokrasi:dinasti Politik Di 
Arus Loka: Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol, 18, No 2, Juli 2013, h. 205. 
51 
 
 
 
 Tumbuhnya kesadaran politik perempuan pertama Bupati Bima ditandai 
dengan keterlibatanya secara aktif dalam proses-proses politik. Partai politik sebagai 
saluran partisipasi politik perempuan sebagai saluran inspirasi, partai politik secara 
serius dan berkelanjutan dalam melakukan merekrut jabatan politik. Semangat 
berpolitik  menjelang pemilu 2015 yang terlaksana kemarin mengundang semua 
pihak untuk turun aktif didalamnya. Tak terkecuali perempuan yang selama ini masih 
senantiasa terkekang dalam budaya patriaki yang melekat dalam budaya dan adat 
istiadat Kabupaten Bima. seperti yang di sampaika  Ramlan  bahwa: 
„‟Salah satu mitra pemerintah yang memiliki kiprah luas dalam mendukung 
kesuksesan  pembangunan dapat memberikan  makna dan ungkapan rasa 
syukur terhadap kiprah dan karya nyata sekaligus dapat memberikan motivasi 
dan semangat agar tetap terus giat melaksanakan tugas dan fungsi dalam 
rangka mensejahterakan  dan memberdayakan masyarakat Bima‟‟.47 
 
bentuk kekuasaan  politik dinasti bangsawan yang terjadi di Bima yaitu: 
1. Kekuasaan Pada Bidang Politik 
a. Kekuasaan Pemerintahan (Birokrasi) 
             Kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan yang para pejabatnya secara 
bersama-sama berkepentingan dalam kontinuitasnya. Dalam pemerintahan, 
kekuasaan publik dijalankan oleh pejabat pemerintah atau para birokrat yang 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam sistem birokrasi 
negara dan harus mampu mengendalikan orang-orang yang dipimpinnya. Birokrasi 
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mempunyai tiga arti yaitu sebagai tipe organisasi yang khas, sebagai suatu sistem, 
dan sebagai suatu tatanan jiwa tertentu dan alat kerja pada organ negara untuk 
mencapai tujuannya. 
Beberapa regenerasi dalam dinasti politik  Bangsawan Bima yang ikut terlibat 
diranah pemerintah baik yang bersifat formal maupun informal. 
Tabel. 1.3 
Nama-namaregenerasi dalam Dinasti Politik  Bangsawan Bima 
NAMA JABATAN 
1. Sultan Abdul Kahir  Abdul Kahir dilantik menjadi sultan 
dan menyandang gelar sebagai jena 
teke (putera mahkota) pada tanggal 13 
November 1945. Pada tahun 1953 
Abdul Kahir pernah menjabat sebagai 
penyelenggra negara dilembaga 
eksekutif menduduki jabatan sebagai 
Bupati kepala daerah, kepala Biro 
pemerintah umum NTB dan Institut 
Ilmu Pemerintahan (IIP). badan 
Eksekutif pada tahun 1987 sebagai 
anggota DPRD Bima, DPRD Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dan wakil di 
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DPR RI.  
2. H. Fery Zulkarnain, ST. Kesultanan ke XVI Fery Zulkarnain. 
Aktif di organisasi sebagai Wakil 
bendahara DPD II partai golkar. H. 
Fery Zulkarnani, ST Pada pemilu 
1997-1999 menjadi anggota DPRD 
Kabupaten Bima. 1999-2003 menjadi 
wakil ketua DPRD, 2005-2010 
menjadi Bupati Bima dan periode 
kedua 2010-2015 beliau menjabat 
sebagai Bupati Bima. 
3.  Istri H. Fery Zulkarnain, ST  yakni 
Dinda  Damayanti Putri 
Menjabat sebagai  ketua DPD II 
Golkar Kabupaten Bima dan 
sebelumnya sebagai Wakil Ketua 
DPRD Bima. pada tahun 2015 
mencalonkan diri sebagai Bupati 
Bima.Dinda Damayanti Putri terpilih 
menjadi Bupati Bima masa periode 
2015-2020. 
4. Muhammad Putera Ferryandi Anak dari Kesultanan Bima ke XVI 
Fery Zulkarnain  dan DindaDamayanti 
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Putri, Muhammad Putera Ferryandi 
dinobatkan sebagai Jena teke ke XVII 
Kabupaten Bima pada tahun 2016. 
5. Fera Amelia Putri Kesultanan Bima Fera Amelia 
pada tahun 2009-2014 menjabat 
sebagai ketua DPRD Kota Bima. 
6. Drs Junaidin Menjabat sebagai camat Kabupaten 
Bima pada tahun 2012. Pada tahun 
2015 menjabat sebagai Staf ahli 
Bupati. 
7. Ahmadin Menjabat sebagai sekretaris Desa 
8. Frihari Menjabat sebagai Dinas Sosial. 
9. Kaharudin Guru PNS, Pernah mencalonkan 
sebagai anggota DPRD pada tahun 
2015 tetapi gagal. 
10. Ferdiansyah Fajar Islam Pada tahun 2010-2014 menjadi 
anggota DPRD Kabupaten Bima. Pada 
tahun 2017-2020 menjadi Ketua DPD 
II KNPI Kabupaten Bima. 
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b. Parlemen Lokal atau DPRD 
Putri kesultanan Bima Fera Amelia pada tahun 2009-2004 menjabat sebagai 
Ketua DPRD Kota Bima. H. A. Rahman dan Hj. Ferra Amalia Keduanya adalah satu 
pasangan Bakal Calon Wali dan Wakil Wali Kota yang siapa sangka bisa 
bergandengan tangan dan seirama. Padahal, kedua tokoh ini, di Pilkada 2014 lalu 
merupakan kompetitor (H. Man menjadi Wakil dari H. Qurais menjadi pemenang dan 
Hj. Fera menjadi Calon Wali Kota pada urutan di bawahnya). Semestinya, ajang 
Pilkada 2019 menjadi tantangan baru bagi Hj. Fera Amelia untuk merebut singgasana 
Kota Bima. Dua kekuatan besar yang bergabung dimana Hj. Ferra merupakan 
delegasi dari Kesultanan Bima dan H. A. Rahman atau H. Man dalam posisinya 
sebagai Wali Kota dan didukung pula oleh Partai Demokrat yang dijabat Wali Kota 
Bima saat ini. 
Ditambah pula, Hj. Ferra yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai Bakal 
Calon Wali Kota yang telah memiliki Tim sendiri dan saat ini sedang dikolaborasi 
bersama Tim H. Man dalam satu struktur pemenangan bersama hingga tercipta 
keharmonisan dalam perjuangan dan meraih kemenangan ini. Kedua pasangan ini 
tentu bukan lagi orang yang baru didunia tata pemerintahan di Kota Bima. Keduanya 
pernah menjadi anggota legislatopr Kota Bima bahkan Umi Ferra dalam satuy 
periode pemilu menjabat Ketua DPRD Kota Bima. Keduanya bisa dibilang adalah 
pejuang pembangunan yang terjadi di Kota Bima. Kontribusi Umi Fera dan H. Man 
sudah sejak awal-awal kehadiran Kota Bima ini dibentuk. Mereka sudah menorehkan 
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prestasi dan berbuat. Wajar jika mereka memiliki kesempatan untuk melanjutkan 
pembangunan yang telah dirintisnya tersebut. 
c. Partai Politik 
Menurut  Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah 
entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi 
dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. 
Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian 
dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan didalam dirinya sendiri. 
Dalam sebuah partai kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap 
kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan 
pemimpin-pemimpinnya.
48
 
Dalam keluarga Bangsawan Bima ini mulai dari Fery Zulkarnain ST, sebelum 
terpilih sebagai Bupati merupakan petinggi Partai Golongan Karya (GOLKAR) 
Kabupaten Bima. Kemampuan manajemennya Ferry dipercayakan menjadi Wakil 
Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Bima periode 1998-2003. Pada 
pilkada Bupati Bima periode 2005-2010 Ferry Zulkarnain menjadi utusan Partai 
Golongan Karya sebagai calon Bupati. Sebagai kandidat Ferry Zulkarnain 
berpasangan dengan seorang berlatar belakang birokrasi yaitu Drs. Usman dengan 
dua periode. 
Dinda Damayanti Putri pada dasarnya  memang memiliki modal politik yang 
sangat kuat, karena dilihat dai awal munculnya dinasti politik mulai dari suami 
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bahkan keluarganya diranah politik itu berasal dari partai Golkar. Dinda Damayanti 
Putri adalah salah satu pejabat pemerintahan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima. Menjabat sebagai  
ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima, pada tahun 2015 mencalonkan diri sebagai 
Bupati Bima. Dinda Damayanti Putri terpilih menjadi Bupati Bima masa periode 
2015-2020. kemudian terpilihnya Dinda Damayanti Putri jadi Bupati dari fraksi partai 
Golkar. 
Putri kesultan Bima Fera Amelia Ketua DPD II Partai Golkar Kota Bima dan 
pada tahun 2009-2004 menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bima. Keluarga 
bangsawan ini tidak terlepas dari dukungan  partai Golkar. 
2. Kekuasaan Pada Bidang Sosial Budaya 
a. Menguasai Struktur Adat Daerah 
 Ketua Adat Sara Dana Mbojo Hj. Maryam Rahmat Muhammad Salahuddin 
(1927-2017). putri ketujuh dari sembilan bersaudara Sultan Muhammad Salahuddin. 
Siti Maryam meninggalkan Museum Samparaja yang menyimpan koleksi benda-
benda bersejarah Kesultanan Bima. Saat ini, Kabupaten Bima dipimpin oleh Indah 
Damayanti- istri almarhum Ferry Zulkarnain- keponakan yang juga Bupati Bima 
bergelar Jena Teke atau putra mahkota. Sebagai wujud kepeduliannya, Siti Maryam 
akhirnya membangun museum naskah kuno yang dia beri nama Samparaja di daerah 
asalnya, Kababupaten Bima.Selain catatan sejarah, pada manuskrip yang dia temukan 
juga tertuang tentang hukum dan ilmu perbintangan. Kebanyakan naskah-naskah 
kuno itu diterbitkan pada tahun 1600-an sampai 1800-an. 
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 Muhammad Putera Ferryandi dikukuhkan sebagai Jenateke (Putera 
Mahkota) ke XVII di Museum ASI Mbojo,oleh Ruma Bumi Pertiga yang juga 
menjabat sebagai Ketua Majelis Adat Sara Dana Mbojo, Hj. Maryam Rahmat 
Muhammad Salahuddin SH. Penobatan Muhammad Putera Ferryandi sebagai 
Jenateke ke XVII, disaksikan oleh ribuan mata baik dari Kota Bima maupun 
Kabupaten Bima. Raja-Raja senusantara pun ikut menjadi saksi nyata atas 
pengukuhan Muhammad Putera Ferryandi sebagai Jenateke tersebut. 
 Majelis adat sara dana Mbojo melaksanakan penobatan dan pelantikan Fery 
Zulkarnain sebagai Sultan Bima ke XVI yang bertempat di istana  Asi Mbojo. Ketua 
Majelis Adat Sara Mbojo Hj.Siti Maryam mengungkapkan prosesi penobatan 
kesultanan Bima merukan sebuah momen sejarah yang sangat berharga bagi 
perjalanan Dana Mbojo dan Kesultanan Bima secara khusus. 
 Anggota Majelis Adat Mbojo yang bergelar Rato Nggampo. Keturunan 
keluarga Bangsawan Bima. 
b. Kharisma Bangsawan Bima 
Menurut Max Weber, kharisma adalah sebagai kualitas/kemampuan yang luar 
biasa dari  seseorang, tanpa memandang apakah kemampuan itu nyata, dapat 
dibuktikan atau sekadar  perkiraan. Weber juga menjelaskan tentang adanya dua 
macam yaitu: (1) kekuasaan yang bersifat kharismatik, yakni yang berdasar pada  
kharisma seseorang, dan (2) kekuasaan yang bersifat tradisional dan legal, yang 
berdasar atas  hukum atau norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bima 
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Ferdiansyah Fajar Islam ST.  Ferdiansyah adalah politisi Partai Golkar, anggota 
DPRD Kabupaten Bima 2014-2010, dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bima pada 
tahun 2017-2021. 
2. Kekuasaan pada Bidang Ekonomi 
a. Dominasi pada Pusat Bisnis 
Salah satu upaya untuk memperoleh manfaat yang optimal dalam pengelolaan 
bahan galian adalah dengan memanfaatkan bahan galian berdimensi kecil untuk 
kemungkinan dikembangkan sebagai pertambangan sekala kecil atau pertambangan 
yang dilakukanoleh rakyat. Daerah Pesa, Kecamatan Wawo dan Daerah Lambu, 
Kecamatan Sape, merupakan daerah terpilih dari beberapa lokasi mineralisasi di 
Kabupaten Bima yang dievaluasi sumber daya cadangan bahan galian khususnya 
bahan galian logam, dan aspek pertambangannya.Umumnya pengusaha 
pertambangan pemegang Kontrak Karya dan Kuasa Pertambangan cenderung akan 
mengusahakan bahan galian berdimensi besar, daerah yang dianggap tidak prospek 
untuk di ekploitasi dalam sekala usahanya  akan ditinggalkan dan dikembalikan ke 
pemerintah dikenal dengan daerah penciutan (relinguished). Daerah-daerah yang 
telah dikembalikan dan tidak ekonomis untuk ditambang oleh perusahaan, dan 
daerah-daerah  berdimensi kecil tersebut dapat dievaluasi kembali sumber daya dan 
cadangan, aspek pertambangan dan nilai  ekonomisnya untuk kemungkinan dijadikan 
pertambangan sekala kecil atau pertambangan yang dilakukan oleh rakyat. 
 Dalam Bisnis pertambangan di PT Sumbawa Timur yang dikuasai oleh 
keluarga Bangsawan Bima yang memegang kendali hal tersebut adalah Lutfi Hanafi. 
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 Permasalahan politik yang ada juga akan berpengaruh terhadap bisnis bisnis 
yang kecil hingga menengah. Bisnis bisnis dengan level menengah ke bawah akan 
merasakan dampak dari politik yang ada, makanya harus mengetahui perubahan apa 
yang akan terjadi dari sebuah politik pemerintahan atau sebuah kebijakan 
pemerintahan, apakah mendukung atau bahkan merugikan. dengan cara monopoli, 
lisensi dan penggunaan modal kekuasaan di dalam bisnis. 
Sesuai apa yang diutarakan diatas memang pada dasarnya terjadi sirkulasi 
aktor politik bangsawan Bima selalu menduduki jabatan politik, mereka tidakpernah  
ketinggalan sehingga bisa dikatakan politik dinasti dari keluarga bangsawan ini. 
Karena secara substantif penyelenggaran wajah elit politik tidak terjadi karena elit 
politik yang saat ini sangat berkuasa sedang bermetamorfosis dan mewariskan 
kekuasaanya kepada mereka yang memiliki hubungan darah denganya. Perubahan 
rezim kekuasaan dalam sistem politik dari rezim otoriter ke demokrasi membawa 
pergeseran penting bagi bangunan politik indonesia. Desentralisasi memberikan 
ruang bagi seluruh lapisan masyarakat, lokal maupun nasional untuk memperoleh 
ruang politik.Politik dinasti bangsawan Bima Dinda Damayanti Putribisa bertahan 
sampai sekarang ini melalui jalur-jalur yang dilalui yaitu: 
a) Kampanye Politik 
Dalam sebuah kampanye, seperti pada komunikasi pada umumnya tentulah 
melibatkan beberapa unsur, antara lain komunikator, pesan media, komunikasi dan 
efek. Dalam sebuah kampanye politik ada sebuah istilah yakni Spin Doctor yang 
dikenal dalam dunia kampanye politik, orang lebih banyak mengenal aktivitas 
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konsultan publik relationpolitik yang bertugas  membangun image (citra) politik bagi 
seorang politikus. Peranan spin doctor tidak hanya berdiri antara partai politik dengan 
media, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dalam kencah 
pertarungan kekuasaan politik. 
49
 
b) Melalui pileg (pilkada legislatif) 
Awalnya Dinda Damayanti Putri diranah politik itu melalui pileg legislatif, 
dilihat dari  jabatan  awalnya  Dinda Damayanti Putri adalah salah satu sebagai wakil 
ketua anggota DPRD Kabupaten Bima, menjadi Bupati Bima 2015-2020, Ketua DPD 
Golkar Kabupaten Bima. Dari fraksi Partai Golongan Karya. 
c) Melalui partai Politik 
Selanjutnya jalur yang menjadi Dinda  Damayanti Putri untuk terlibat diranah 
politik melalui jalur partai. Seperti yang diketahui bahwa terpilihnya Dinda 
Damayanti Putri menjadi wakil  ketua DPRD Kabupaten Bima itu tidak terlepas dari 
dukungan partai, yang dimana terpilihnya sebagai wakil ketua DPRD berasal dari 
fraksi Golkar, yang dimana terpilihnya Dinda Damayanti Putri menjadi Bupati Bima 
dari fraksi Golkar. 
Secara umum partai politik dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu 
kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-
nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik 
dan merebut kedudukan  politik (biasanya dengan cara konsttitusional) untuk 
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Kegiatan seseorang atau 
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sekelompok orang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik 
yang mencakup semua kegiatan  sukarela melalui mana seseorang turut serta secara 
langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum.
50
 
d) Melalui pilkada (pemilihan kepala daerah) 
Keterlibatan Dinda Damayanti Putri di ranah politik bukan hanya di ranah 
partai ataupun di legislatif. Akan tetapi Dinda Damayanti Putri ini pun juga  terlibat 
dalam pilkada seperti berhasilnya Dinda Damayanti Putri menjadi Bupati Bima. 
Bentuk penetrasi politik dinasti bangsawan Bima menggunakan mekanisme 
politik yang demokratis yaitu melalui pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). 
Bentuk demokrasi menjadi pilihan yang masuk akal dalam sistem politik yang 
tersedia.seperti yang di sampai Jainudi Tokoh Masyarakat Bima mengatakan bahwa: 
„‟Di awali dengan bagaimana keluarga inisudah lama terlibat di ranah politik 
mulai dari kesultanan mereka dan sampai saat ini. Di antaranya Fery 
Zulkarnain pernah menjabat sebagai Bupati Bima selama dua periode, adiknya 
menjabata sebagai ketua DPRD Kabupaten Bima dan sekarang istrinya Dinda 
Damayanti Putri sebagai Bupati Bima. Akan tetap kita tidak bisa menyalahkan 
mengapa keluargapa bangsawan Bima selalu terlibat diranah politik di 
sebabkan tidak ada aturan yang melarangnya karena hal tersebut dipilih sesuai 
hati nurani masyarakat Bima. Dan disatu sisi mereka punya dasar  yakni 
mereka mempunya kapasitas dan kapabilitas menjadi seorang pemimpin 
sehinggga kebanyak masyarakat Bima menaruh pilihanya kepada Dinda 
Damayanti Putri sebagai Bupati Bima‟‟.51 
 
C. Bentuk Penggunaan Modalitas Dinda Damayanti Putri di Kabupaten Bima. 
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  Menurut Michel Foucault tentang kekuasaan adalah sesuatu yang di 
legitimasikan secara metafisis kepada negara yang memungkinkan negara dapat 
mewajibkan semua orang untuk mematuhinya. Namun menurut Michel Foucault, 
kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi dan disana ada kekuasaan.
52
 
  Kekuasaan itu adadimana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara 
pembagian kekuataan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran 
manusia. Kekuasaan hanyalah sebuah strategis. Strategis ini berlangsung dimana-
mana dan disana terdapat sistem , aturan, susunan dan regulasi. Kekuasaan ini tidak 
datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-
hubungan dari dalam dan memungkinkan semuanya akan terjadi.
53
 
  Tidak dapat dipungkiri dalam pilkada sudah dilakasanakan dibeberapa daerah. 
Dalam konteks ini kekahawatiran penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat incumbent. 
Dalam pilkada dapat digunakan secara tidak etis pada pelaksanaan pilkada. Pertama: 
kepala daerah yang sudah berkuasa dapat memanfaatkan program-program dan 
anggaran pemerintah (baik dari pusat maupun daerah) untuk mengapitalisasi 
popularitasnya, seperti perbaikan transportasi jalan, sekolah, buku gratis, ataupun 
program-program pembangunan lainnya yang sudah diatur. Kedua: memanfaatkan  
berbagai relasi, baik dengan pejabat pusat dan daerah serta dengan aparat birokrasi 
dibawahnya, termasuk kepala dinas, camat hingga kepala desa. Ketiga: potensi 
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penyimpangan menjadi lebih terbuka, karena tidak tegasnya ketentuan mengenai 
kampanye terutama kampanye sebelum waktunya serta sanksi bagi pelanggarannya.
54
 
  Politik dinasti mengacu pada praktik politik yang dilakukan oleh sebuah 
keluarga dalam memonopoli kekuasaan dilakukan dari generasi ke generasi dengan 
memperlakukan lembaga publik layaknya milik pribadi keluarga. Menurut Tandem 
makna dinasitik politik memberikan syarat yang pertama, ada sebuah keluarga yang 
tak begitu saja dibatasi bahwa pemegang kekuasaan politik menurunkan dominasi 
kekuasaan keanggotan keluarganya yang memiliki nasib langsung. Akan tetapi, 
keluarga dapat juga  disimpulkan dengan sebuah relasi yang terbangun erat antara si 
pemegang kekuasaan calon penerus estafet kekuasaanya. Relasi tersebuat bisa 
berbentuk hubungan ekonomi dan biasanya hubungan inilah yang terjadi. Artinya, 
subjek politik dinastik tidak melulu berasal dan disemai dalam lingkup keluarga 
besar, melainkan juga lahir dan bsarkan oleh keluarga di luar nasap langsung (relasi) 
yang berpokok dari dukungan sumber daya ekonomi. Syarat politik dianstik yang 
kedua : terdapat praktik atau tindakan politik untuk memonopoli atau mendominasi 
kekuasaan yang dilakukan secara turun temurun. Syarat ketiga: tujuan praktik 
monopoli kekuasaan tersebut adalah menjadi kantor publik dan semua kebijakanya 
sebagai properti keluarga kekuasaan pemerintahan dimaksudkan dalam penerbitan 
kebijakan politik dinastik mengarahkan bagaimana kebijakan pemerintah dapat 
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menguntungkannya. Proyek atas nama kebutuhan rakyat digelar dengan 
menguntungkan bagi politik dinastik. 
55
 
  Dindah Damayanti Putri sebagai Bupati Bima dengan politisi kawakan Bima, 
Ferry Zulkarnain suaminya selama genggaman dari suaminya Dinda Damayanti Putri 
banyak belajar tentang sejumlah nilai penting termasuk soal dunia berpolitikan. 
Kekuasaan yang terjadi sebagai Bupati Bima Dinda Damayanti Putri tidak terlepas 
dari kekuasaan suaminya yang sebelumnya pernah menjabat sebagai  Bupati Bima 
selama dua periode. Seperti yang disampaikan oleh Ruslan bagian Humas Bupati 
Bima mengatakan bahwa: 
 „‟Kemenangan Dinda Damayanti Putri  dilihat dari keahlianya dalam 
berpolitik dan juga istri dari mendiang Fery Zulkarnain yang sebelumnya 
pernah menjabat sebagai bupati Bima yang berasal dari keluarga bangsawan 
Bima yang tidak lain adalah raja Bima dan masyarakat Bima sangat 
menghormatinya. Sebagai perempuan pertama menjadi Bupati Bima dan 
masyarakat Bima sangat antusias dalam pemiliha DindaDamayanti Putri 
terutama kaum perempuan‟‟.56 
 
   Kedudukan seorang perempuan dalam suatu wilayah dapat memperbaiki nasib 
dan mengembangkan kedudukan perempuan. Dari perjalanan sejarah pergerakan 
perempuan tampak bahwa peran perempuan dalam politik semakin melemah. Seperti 
yang di kemukakan oleh Saskia, bahwa gerakan perempuan mengalami kelumpuhan. 
Peran perempuan dalam politik mengalami kelumpuhan sejak pemberontakan 
G.30.S/PKI pada tahun 1965. Ini dilatar belakangi dengan keterlibatan  Gerwani 
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(Gerakan Wanita Indonesia) dalam peristiwa tersebut.
57
 Untuk menggambarkan 
perjalanan  politik tokoh perempuan di Bima dilihat dari latar belakang sosial, 
ekonomi, posisi politiknya. Pengamatan ini juga difokuskan pada hal-hal yang 
termasukagar dapat diperoleh suatu gambaran mengenai basis kekuatan dari tokoh-
tokoh tersebut. Disisi lain juga melakukan pengamatan terhadap jalinan dan sistem 
kekerabatan dari tokoh tersebut yaitu dengan memperhatikan latar belakang 
organisasi, keluarga, suku dan lain sebagainya. Secara kuat di pengaruhi oleh nilai 
tradisi atau adat serta agama yang mereka anut terutama di Bima sebagai wilayah 
yang cukup kuat memegang nilai-nilai tradisinya terutama mengenai kebesaran 
kerajaan Bima masih diteruskan.
58
 
   Jabatan bersifat relatif tetap, sedangkan orang yang memegang kekusaan dan 
menjalankan fungsi (tugas dan wewenang) jabatan bersifat tidak tetap. Menurut Paul 
Conn secara umum terdapat tiga cara relasi kekuasaan dalam tugas dan wewenang 
yang pertama: secara turun temurun yang dimana jabatan dan kewenagan di alihkan 
kepada keturunan atau keluarga pemegang kekuasaan (jabatan) sebelumnya. Hal ini 
terjadi didalam sistem politik otokrasi tradisional, seperti kerajaan dan kesultanan. 
Yang kedua:  kekuasaan dalam pemilihan dapat dilakukan secara langsung  melalui 
badan perwakilan rakyat. Hal ini di praktekan  dalam sistem politik demokrasi. yang 
ketiga: pemilihan secara paksa adalah jabatan dan kewenagan di paksakan kepada 
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kelompok lain dan tidak menurut prosedur yang sudah di sepakati, melainkan dengan 
menggunakan kekerasan, seperti revolusi dan kudeta dan ancaman kekerasan 
(paksaan tidak berdarah). Pada umumnya cara semacam ini berlangsung dalam 
masyarakat-negara dengan sistem politiknya belum stabil.
59
 
 Dinasti politik memang menjadi salah satu isu penting dalam studi politik 
maupun sosiologi politik. Dinasti politik tidak sekadar terkait dominasi kekuasaan 
oleh seorang aktor politik yang mewariskan dan mereproduksi kekuasaannya kepada 
keluarganya, tetapi juga terkait bagaimana konstruksi sosial masyarakat didesain 
dalam sebuah relasi sosial yang berkeadilan dan lebih humanis. Dalam hal ini, dinasti 
politik tidak hanya dipahami dalam perspektif politik, tetapi juga menjadi masalah 
sosiologis dalam realitas masyarakat. Kekuasaan hanyalah sebagai pintu masuk 
bagaimana alat-alat kekuasaan ekonomi politik dikuasai oleh keluarga aktor tersebut. 
Justru yang menjadi masalah adalah kekuasaan tersebut tidak mampu membawa 
perubahan sosial ekonomi kepada masyarakat banyak. Kekuasaan hanyalah menjadi 
tameng bagi keluarganya untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan dilakukan 
hanya untuk memakmurkan kekuasaan ekonomi politik lingkaran keluarganya.Para 
kerabat lantaran pertalian darah dianggap lebih dapat dipercaya dan tak mungkin 
berkhianat seperti lazim dilakukan politikus pemburu kekuasaan. Maka, para elite 
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politik Indonesia secara pasif mengusung anggota keluarga menjadi caleg atau calon 
kepala daerah.
60
 
  Secara teoritis, keluarga, kerabat atau kelompok politik menggunakan 
berbagai modal sebagai basis legitimasi kekuasaan. Mayoritas studi di Indonesia 
lebih fokus pada dua hal : fenomena politik yang terjadi setelah para aktor politik 
berhasil mendapatkan kekuasaan dengan cara sedemikian rupa sehingga terciptalah 
oligarki, dan proses tata kelola politik pemerintah yang mereka lakukan (kepiawaian 
mengelola modal politik) sebagai pejabat, penguasa, ataupun bangsawan. Sesuai hasil 
yang didapatkan peneliti dilapangan menggunakan analisis teori modal yang 
digunakan Dinda Damayanti Putri menggunakan beberapa modal di antaranya yaitu: 
1. Modal Politik 
 Dindah Damayanti Putri pada dasarnya  memang memiliki modal politik yang 
sangat kuat, karena dilihat dai awal munculnya dinasti politik mulai dari suami 
bahkan keluarganya diranah politik itu berasal dari partai Golkar. Dinda Damayanti 
Putri adalah salah satu pejabat pemerintahan di Kabupaten Bima Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima. Menjabat sebagai  
ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima, pada tahun 2015 mencalonkan diri sebagai 
Bupati Bima. Dinda Damayanti Putri terpilih menjadi Bupati Bima masa periode 
2015-2020. kemudian terpilihnya Dinda Damayanti Putri jadui Bupati dari fraksi 
partai Golkar. 
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 Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan partai politik (koalisi 
partai) dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi masyarakat untuk 
pemenangan pemilu. Menurut ahli politik J.A Booth dan P.B Richard mengartikan 
modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekusaan demokrasi. A. 
Hick dan J. Mirsa mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian 
kekuasaan/ sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan 
kepentingan meraih kekuasaan. Intinya , modal politik adalah kekusaan yang dimiliki 
seseorang, yang kemudian bisadioperasikanatau berkonstribusi terhadap keberhasilan 
kentestasinya dalam proses politik  seperti pemilihan umum. Jadi modal politik yaitu 
: kepemilikan jabatan politisi, adanya dukungan dari parpol tertentu dan  adanya tim 
sukses yang solid.seperti  yang di sampaika oleh Sekretaris Kesatuan Bangsa  Dan 
Politik (KESBAN POL) bahwa: 
„‟Keikutsertaan Dinda Damayanti Putri ini berawal dari beberapa faktor di 
antaranya, faktor keturunan mereka dulunya sudah berkecimpung di ranah 
politik , mereka juga mempunyai kemampuan diranah politik (mampu 
berpolitik) mereka sudah di didik untuk bergelut didunia politik praktis, 
mereka punya modal dan mereka juga punya massa/ jaringan yang kuat serta 
dukungan dari keluarga mendiang suaminya dan dari sebagian masyarakat 
Bima yang begitu besar‟‟.61 
 
2. Modal Sosial 
Adapun faktor yang mempengaruhi ataupun strategis politik bertahanya 
eksistensi politik keluarga bangsawan adalah berkecimpung diranah politik awalnya 
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mereka punya dasar yang berlandaskan pada keturunan mereka, dimana keturunan 
mereka itu merukan salah satu tokoh yang berperang penting pada saat masa 
peperangan untuk merebut kemerdekaan khususnya ditana Kabupaten Bima. Mereka 
mempunyai keturunan yang dahulunya merupakan tokoh pemerintah di Kabupaten 
Bima. Selain itu mereka juga berasal dari keturunan bangsawan.  
Oleh karena itu, keturunan mereka sudah menjadi kepopuleran di 
masyarakat. Mereka sudah tidak asing lagi di mata masyarakat khususnya di 
Kabupaten Bima sejak dahulu sampai saat ini di sebabkan keluarga mereka sudah 
masuk dalam rentangnya tokoh masyarakat yang terlibat dalam sejarah di Kabupaten 
Bima. Jadi sebagian masyarakat Kabupaten Bima tidak heran lagi jika mereka mau 
berkecimpung diranah politik, maka dari itu masyarakat Kabupaten Bima 
memberikan dukungan kepada keluarga mereka disebabkan masyarakat sudah 
mengetahui bagaimana keluarga ini memiliki pengetahuan politik bahkan mereka 
sudah memiliki darah kepemimpinan. 
Itulah sebabnya keluarga ini ikut terlibat di dalam ranah politik karena 
mereka punya modal terutama modal sosial, dimana modal sosial yang di maksud 
adalah mereka sudah mendapatkan kepercayaan dari kalangan masyarakat Kabupaten 
Bima. Itulah sebabnya mereka termotivasi untuk masuk ke ranah politik disebabkan 
atas dukungan masyarakat sendiri. Keluarga mereka sudah punya massa untuk 
mendorong mereka ikut terlibat diranah politik.  seperti di sampaikan oleh Nurjah 
selaku ibu rumah tangga bahwa: 
71 
 
 
 
„‟Kepemimpinan Dinda Damayanti Putri saat ini menjadi perbincangan di 
kalangan masyarakat dan tidak terlepas dari ikatan sosial yang sangat kuat 
terhadap masyarakat Bima, artinya Indah Damayanti Putri ini di sukai oleh 
masyarakat sebab keluarga ini punya jiwa sosial yang tinggi serta jiwa 
persaudaraan terhadap masyaraka atau jiwa tali silaturahmi kepada seluruh 
masyarakat serta berjiwa religius‟‟.62 
 
Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam 
dua kelompok. pertama: menekankan pada jaringan hubungan sosial (social network), 
sedangkankelompok yang kedua: lebih menekankan karakteristik yang melekat pada 
diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial. 
Modal sosial menurut Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai 
sumber daya aktual dan potensial yang memiliki seseorang berasal dari jaringan 
sosial  yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan 
dan perkenalan timbal balik atau dengan kata lain keanggotaan dalam kelompok 
sosial yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif. 
Bourdieu juga menegaskan model socialsebagai sesuatu yang berhubungan 
satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya maupun bentuk-bentuk modal sosial 
berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan 
modal sosial yang mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan 
seseorang didalam masyarakat melalui keanggotaan dalam entitas sosial tertentu 
(paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu). Jadi, inti dari modal sosial yaitu: 
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adanya kepercayaan masyarakat, adanya interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan 
yang mendukung. 
3. Modal Ekonomi  
Keluarga Dinda Damayanti Putri selain dari golongan bangasawan dan elit, 
mereka juga dengan keluarga yang memiliki keadaan ekonomi yang mampan, 
dikalangan masyarakat Bima. Kemudian suaminya merupakan Kesultanan ke XVI 
Fery Zulkarnain. sebagai Wakil bendahara DPD II Partai Golkar. H. Fery Zulkarnani, 
ST Pada pemilu 1997-1999 menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima. 1999-2003 
menjadi wakil ketua DPRD, 2005-2010 menjadi Bupati Bima dan periode kedua 
2010-2015 beliau menjabat sebgai Bupati Bima. 
   Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai penggerak dan pelumas 
mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang 
besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti spanduk, membayar iklan, 
mencetak poster dan berbagai kebutuhan yang lainya. Bahkan modal ekonomi 
menjadi syarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkanya. 
Jadi modal ekonomi yaitu dukungan ekonomi yang berupa dana politik baik itu 
berdasarkan sumber daya dari dana pribadi dan donator, dan berdasarkan 
penggunaanya untuk bayar partai politik, kampanye untuk kemenangan pemilihan 
umum (adanya dukungan dana dan adanya kepemilikan alat produksi dan 
perusahaan). 
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4. Modal Simbolik 
Menurut Pierre Bourdieu pada dasarnya modal simbolik (seperti prestise, 
kehormatan atau cherisma) ialah modal lainya ketika diketahui dan diakui, melalui 
kategori persepsi yang memaksakan dan hubungan kekuasaa simbolis yang 
cenderung untuk memproduksi dan memperkuat hubungan kekuasaan yang 
merupakan struktur dalam rungan sosial. Jadi, modal simbolik merupakan hasil 
transformasi dari modal ekonomi, sosial dan kultural kedalam bentuk baru, dan hasil 
transformasi ini memiliki kekuatan besar.
63
 
 Salah satu yang menjadi modal simbolik Dinda Damayanti Putri adalah 
karena keluarga ini yang mempunyai keturunan dahulunya tokoh pemerintahan di 
Kabupaten Bima. Selain itu mereka juga berasal dari keluarga bangasawan yang 
mana keturunannya merupakan salah satu tokoh masyarakat ditanah Bima yang 
sangat disegani dan dihormati sehingga golongan tersebut dahulunya dan sampai saat 
ini menjadi suri tauladan dikalangan masyarakat Bima. Melihat jalur keturunan 
keluarga  Dinda Damayanti Putri yang berasal dari keturunan bangsawan. 
DindaDamayanti Putri dimana kalangan tersebut sangat menjunjung tinggi nilai-nilai 
kehormatan keturunan-keturunan tersebut. Oleh sebab itu Dinda Dayanti Putri sangat 
dihormati oleh masyarakat Bima. Seperti di sampaikan Ruslan bagian Humas bahwa: 
„‟Selain modal sosial, politik, ekonomi  dan simbolik, eksistensi keluarga 
Dinda Damayanti Putri sebenarnya juga tidak terlepas dari jaringan-
jaringan mereka terhadap masyarakat Bima sangat kuat sehingga mereka 
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bisa sudah di bilang mendapatkan dukungan penuh dari sebagian 
masyarakat Bima. Selain itu mereka juga sangat menjunjung tinggi 
sebuah tali silaturahim sangat erat. Selain itu mereka juga sangat 
menjunjung tinggi nilai-nilai kehormatan baik dilingkungan sesama 
kerabatnya maupun di kalangan masyarakt sebab mereka juga berasal dari 
kalangan yang berketurunan bangsawan yang sangat dihormati oleh 
masyarakat Kabupaten Bima‟‟.64 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian atau penjelasan yang sudah tersampai dari bab awal hingga akhir 
bab V yaitu penutup ini, penyusun mengelompokan dalam beberapa kesimpulan dari 
panjang lebar tentang Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap 
Berkuasanya Bangsawan Bima di Pemerintahan). 
1. Bentuk Kekuasaan Bangsawan di Kabupaten Bima 
Sekalipun demokrasi mengedepankan kesamaan hak, sejatinya demokrasi 
memang dirancang oleh para penggagasnya dengan ekonomi liberal. Artiinya di 
negara perintis demokrasi kesejahteraan sudah terasa sehingga munculnya kelas 
menengah yang independen yang pada giliranya mendukung demokrasi dengan 
sendirinya. Dan, resikonya apabila kesiapan kelas menengah belum merat, maka 
terjadi deviasi seperti munculnya fenomena dinasti politik dan monopoli kekuasaan 
munculnya lantaran belum adanya kelas menengah yang mumpuni. 
Oleh karena itu, muncunya dinasti politik adalah tugas yang harus segera 
dituntaskan oleh sistem politik indonesia. Baik, itu dari segi rekrutmen partai politik, 
pendidikan politik masyarakat maupun Undang-Undang, agar dimasa yang datang 
keberadaan dinasti politik dikritisi oleh kelompok yang secara politik memiliki 
kesadaran yang tinggi, sekaligus dari segi ekonomi mereka tidak mudah di pengaruhi. 
Demokrasi adalah pemilihan yang mungkin, agar masyarakat mendapat hak-
hak kemanusiaan. Akan tetapi kita perlu menata ulang konsolidasi demokrasi yang 
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sedang berlangsung, dan itu mau tak mau kita harus berupaya menumbuhkan politik 
dinasti dan monopoli kekuasaan yang terjadi baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 
Perlu di cermati juga paraturan yang ada perlunya rekrutmen kepemimpinan nasional 
dan yang kokoh, dan hal itu dapat terjadi manakalah ada kaderisasi yang kuat dalam 
partai-partai sehingga muncul calon-calon pemimpin untuk sanggup berkompotisi 
dalam segala pertarungan politik. 
Jauh lebih berbahaya lagi manakalah politik dinasti menjadi budaya politik. 
Yang mana justru akan menguatkan sebagian kecil warga masyarakat dan menjadikan 
sebagian besar yang lain menjad kaum marjinal dikarenakan tidak memiliki 
bergaining position dalam pengambilan keputusan politik. 
Pembentukan politik Dinasti Dinda Damayanti Putri Kabupaten Bima dapat 
dilihat dari keterlibatan keluarganya diranah politik yang terus mengalami pergantian. 
Awal pembentukanya  Dinda Damayanti Putri dapat diketahui awal munculnya 
diranah politik sebagai pejabat. Sebagai Wakil Ketua DPRD Bima. pada tahun 2015 
mencalonkan diri sebagai Bupati Bima. Dinda Damayanti Putri terpilih menjadi 
Bupati Bima masa periode 2015-2020. Dan yang sebelumnya suami Dinda 
Damayanti Putri Kesultanan ke XVI Fery Zulkarnain. Aktif di organisasi sebagai 
Wakil bendahara DPD II partai golkar.Fery Zulkarnain, ST Pada pemilu 1997-1999 
menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima. 1999-2003 menjadi wakil ketua DPRD, 
2005-2010 menjadi Bupati Bima dan periode kedua 2010-2015 beliau menjabat 
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sebagai Bupati Bima, dan adiknya Fera Amelia pada tahun 2009-2014 menjabat 
sebagai ketua DPRD Kota Bima. 
Adapun jalur yang dilalui keluarga bangsawan bima ini adalah melalui jalur 
yang mereka tempuh seperti memasuki ranah politik melalui jabatan pemilihan 
legislatif menjadi sebagai  ketua DPD II Golkar Kabupaten Bima dan Wakil Ketua 
DPRD Bima. Berkecimpung di dalam partai dan selalu terlibat di setiap pemilihan 
umum baik pemilihan pilkada atau pilgub menjadi Bupati Bima yang sebelumnya 
suami Dinda Damayanti Putri pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten 
Bima dan menjadi Bupati Bima selama dua periode. 
Didalam struktur kekuasaan dimulai munculnya Sultan Abdul Kahir hingga 
Fery Zulkarnain juga terdapat beberapa saudaranya yang masuk dalam anggota 
legislatif dan birokrasi lokal. Poliferansi kalangan bangsawan dalam politik lokal 
Bima. Pada bidang ekonomi juga jejaring kuasa bangsawan seperti pusat bisnis lokal 
dan area wisata yang ada di Bima. 
2. Bentuk Penggunaan  Modalitas Dinda Damayanti Putri di Kabupaten Bima. 
Adapun faktor yang menyebabkan keluarga ini adalah di sebabkan 
keterlibatan keluarga ini diranah politik yang sampai saat ini tetap bertahan. Sesuai 
dengan hasil penelitian di lapangan dengan berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa informan mengenai bertahanyan eksitensi mereka diranah politik itu 
disebabkan beberapa faktor diantaranya mereka memiliki modal politik seperti: 
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mereka mendapatkan dukungan dari partai yang mereka masuki salah satunya adalah 
partai Golkar dan kini anaknya Muhammad Putera Ferryandi mendapat dukungan 
dari partai Golkar untuk mencalonkan sebagai anggota DPRD  Bima, memiliki modal 
sosial seperti memiliki jaringan yang kuat dikalangan masyarakat sehingga mendapat 
dukungan  atau respon yang baik dari masyarakat, memiliki modal ekonomi yang 
sudah mapan, berasal dari kalangan pengusaha dan mereka juga memiliki modal 
simbolik mereka berasal dari keturunan bangsawan yang dimana sesui sejarah  di 
tanah Bima bahwa orang yang memiliki keturunan bangsawan yang dulunya dan 
sampai sekarang menjadi suri tauladan  dikalangan masyarakat Bima sehingga 
masyarakat sangat menghormati keturunan tersebut. 
B. Implikasi 
Kekuasaan yang berdasarkan keluarga ataupun keturunan itu adalah tidak 
memberikan peluang orang lain untuk mendapatkan persamaan hak dalam ranah 
politik dan pemerintahan. Maka dari itu pada dasarnya politik dinasti dan monopoli 
kekuasaan bangsawan Bima tidak bisa dibentuk karena merupakan sebuah 
permasalahan yang akan berdampak pada sistem pemerintahan yang ada dan dapat 
memperhambat sistem demokrasi karena tidak memberikan peluang untuk ikut serta 
dalam proses politik. Akan tetapi didaerah Kabupaten Bima politik dinasti bangsawan 
Bima bisa dibangun selama orang-orang itu yang terlibat didalamnya memang sudah 
mempersiapkan dengan baik sebelum terjun ke ranah politik dan pemerintahan. 
Mempunyai kapabilitas, kemampuan, pengalaman serta dasar yang di milikinya serta 
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merupakan orang yang memiliki sifat penyanyang dan cintah terhadap daerah itu 
sendiri.   
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